IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

ISTER ANGELIA
NIM. 030115311

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing, Penyusun,

" Isten Angelia
NIP. 131999627 NIM. 030115311

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguiji
Pada hari Senin, 24 Januari 2005

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Agus Yudha Hernoko S.H., M.H.

Anggota : 1. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.

SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia



SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Ba i elia



SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Motte

"@aézm Wﬁafﬁm@, bwberusaha legar mwtyéaa/afh
semua dan monyomangali diri sendivi dengan
lebih baik dori hari kemarin, hari esolk haras dobif
baik dari hawi ini. Kosuhsesan dan pajian milik
Allah. Dalam hohidupan ini manusio fores loxus
borikhtiar dan berds'a, hasilnga milik Alfoh.
Satinlah Alak selales memborikan yamg loxbaik bag:
umal-CNya."

Ister Angelia

o ) L e L = S



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

. Hj. Nurwahjuni, S.H., C.N, M.H. selaku dosen wali, terima kasih banyak

sudah membimbing saya, menasehati saya dan selalu menegur bila IPK saya

mulai turun. Ibu adalah dosen wali terbaik yang ada.

. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang dengan

setia dan sabar membimbing dan menyalurkan ilmu hukum kepada kami para
mahasiswa.

Adikku Dwi yang masih kuliah di Unesa terima kasih sudah mengantarkan
aku kemana saja, dukungan dan do’anya.

Adikku Vira yang akan menginjak usia 5 tahun terima kasih sudah tidak
nakal lagi dan tidak merepotkan lagi. Sebentar lagi bulan Februari, selamat
ulang tahun ya... Semoga jadi anak soleh dan pintar. Amin..

Sepupuku mbak Nurdiana di Perbanas dan mas Alvin di FKH Unair terima

kasih atas saran-saran dan dukungan serta do’anya.

10. Sahabatku Mustika yang satu SD, satu SMP, satu SMU, dan satu FH di Unair

makasih banget sudah mendukungku dan mendo’akan aku. Kuharap kamu

tidak pernah bosan sama aku yang cerewet dan manis ini.

11. Sahabatku Renny (satu SD, SMU, Fakultas), Ardhyan (ITS) dan Ithak yang

telah menungguku selama ujian skripsi berlangsung, mendukungku dan

mendo’akan aku selama penulisan skripsi sampai saat ujian skripsi. ’,

/

12. Temanku dr. Yoppy A.P terima kasih atas dukungan, do’a dan pengertian

SKRIPSI

serta kesabarannya selama ini.

vil

Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia



SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

13. Sahabatku Mita dari SMP di FKU Unair makasih sudah memberikan
semangat, dukungan dan do’anya. Terima kasih sudah mau mendengarkan
aku curhat dan memberikan saran-saran padaku.

14. Sahabatku Hajar dan Rida makasih sudah mendukung dan mendo’akan aku.
Hajar ma Rizky yang awet ya... Trus, Rida ma [lham yang awet juga ya..

15. Sahabatku Sally di UPN makasih sudah mengantarkan aku ke tempat survey,
mendukungku dan mendo’akan aku.

16. Fransisca makasih atas dukungan, saran, bimbingan dan do’anya. Jangan
bosen ya dengerin aku curhat terutama keluhanku pada skripsiku.

17. Mbak Dina *00 dan Mbak Rina *00 makasih banyak atas informasi, dukungan
dan sudah boleh pinjem bukunya.

18.Igbal dan Lala makasih ya dukungan dan do’anya. Aku tunggu lo
undangannya...

19. Rizky S., Ardhyan, Veri, Zio dan Auli di YPIA makasih ya dukungannya.
Oya kapan ni makan-makan lagi? Tetap kompak ya...

20. Mr. Nico,S.S and miss Fitri,S.S are teacher in YPIA, thanks a lot for your
support.

21. Puji makasih sudah tidur siang, makan dan liat film kartun di kos-kosanmu.

22. Teman SKI Phita (makasih sudah menemaniku selama jam kosong), Indah
’02 dan Indri ‘02 (makasih sudah boleh pinjem catatannya), serta Wulan *03
makasih atas dukungan dan do’anya.

23. Dini endut makasih atas puisinya, tapi maaf aku pakek puisiku sendiri. Ya..

meski jelek tapi lumayan bisa kepakek, din. he..he..

Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

24. Faisal, Fajar, Rizky, Heri, Dinal, Meita dkk, Ayunita, Ewes, Ar, Gracia,
Lina, Madurini, Tutuk, Ekary, Mira, Bastiani, Yus, Elmi, Agnes, dan Ica
makasih atas dukungan, perhatian dan do’anya. Ica dan mas Totok, aku
tunggu lo undangannya...

25. Teman-teman angkatan 2001 di FH Unair makasih atas persahabatannya dan
tetap kompak ya..

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Saya sangat
mengharapkan dan menghargai kritik dan saran yang membangun demi
kesempurnaan skripsi ini dengan tulus hati. Saya berharap tulisan saya dapat
bermanfaaf untuk menambah pengetahuan mayarakat tentang Penyelesaian
Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah.

Akhir kata saya sampaikan terima kasih dan semoga Allah selalu

memberikan petunjuk pada kita semua.

Surabaya, 24 Januari 2005

Penulis

X

SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..........o.ooiiiiniiii i i
LEMBAR PENGESAHAN.............coocoooiiiiimo ii
PERSEMBAHAN........coomiviiiiineineeneees oo 1ii
HALAMAN MOTTO............oooouviiiiiiiioiooo iv
HALAMAN PUISL.........ooiiioeiieooe v
KATAPENGANTAR. .........ooooiinins i vi
BAB1: PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang. ... 1

1.2. Penjelasan judul.................................... 10

1.3. Alasan Pemilihan Judul................................ 13

L4. Tujuan Penulisan.................................. 14

L5. Metide Penelitian.........................................__ 15

L6. Pertanggungjawaban Sistematika.......................... . 17

BAB II : HUBUNGAN HUKUM BANK SYARIAH DENGAN NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

IL1. Perjanjian Musyarakah................................ 20
2.1.1. Keabsahan Perjanjian.............................._ 25
2.12. Hak dan Kewajiban Para Pihak......................_ . 30
2.1.3. Klausula yang Harus Ada............................__ 34
X
SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia

T




“ IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

I12. Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Pembiayaan

| Musyarakah............ccooiiiiiiieee et eens 36

I1.3. Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyarakah....................... 39

BAB Il : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

| BERMASALAH

Y I1.1. Kriteria Pembiayaan musyarakah Bermasalah................. 47
]' I11.2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah..................... 56
HL3, Wanprestiash. ... .. .. coneesismimssanmmnsos wos sin svs s o5 lulommsasiia 62

‘) 3.3.1. Penyebab wanprestasi....................c.cceueveenninn. 66
| 3.3.2. Upaya Penyelesaian terhadap wanprestasi. ... ....... 68

! ' I11.4. Upaya  Penyelesaian  Pembiayaan = Musyarakah

| Bermasalah. ... 70
3.4.1. ReStrukturisasi..............oovuiueunieiiieeinae e, 70

| 342, Arbitrase..........oouvviieiiiiin e 74

‘i 3.4.3. Peradilan Umum.........................ooooan . 78

|

; BAB IV : PENUTUP

“ IV.I. Kesimpulan.............oooouiiniiiiieiiiiee e 82

| IV2.8aran. ..o, 83

|

E} DAFTAR BACAAN

“ LAMPIRAN

v

£

; xi

a SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia

“



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB1

PENDAHULUAN

SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I

PENDAHULUAN

L1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Di setiap negara lembaga perbankan merupakan hal penting yang harus
dimiliki oleh setiap negara. Karena hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan perekonomian negara. Selain untuk menyimpan dana
masyarakat, Bank juga berperan dalam pembangunan negara. Dana pinjaman
tersebut digunakan nasabah untuk mengembangkan usahanya, sehingga
memberikan nilai tambah dalam kegiatan perekonomian di suatu negara.

Saat ini di Indonesia, lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan
prinsip syariah begitu menjamur. Bahkan banyak Bank Konvensional yang
membuka cabang khusus untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip
syariah. Peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia semakin jelas,
dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.

Peluang secara yuridis semakin luas, dengan dibukanya kesempatan bagi
bank-bank Konvensional, khususnya Bank Umum yntuk melakukan kegiatan
berdasarkan prinsip syariah, asalkan membuka cabang khusus untuk
melakukan kegiatan tersebut.' Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan

prinsip bagi hasil, dan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

! Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, Grafiti, 1999 hal. 125
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32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan
Syariah dan No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank
Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah. Bank Syariah di Indonesia
mendapat sambutan dari penduduk Indonesia, hal ini dikarenakan 99 %
penduduk Indonesia beragama Islam.

Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip
syariah berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi
Islam. Gagasan mengenai konsep ekonomi Islam secara internasional muncul
pada sekitar dasawarsa 7 0-an, ketika pertama kali diselenggarakan konferensi
internasional tentang ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1976

Secara kolektif, gagasan berdirinya Bank Syariah di tingkat Internasional,
muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur
Malaysia pada tangggal 21 sampai dengan 27 April 1969, yang diikuti oleh
19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal yaitu :

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika
tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.

2. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari sistem riba
dalam waktu secepat mungkin.

3. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang
menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar

dalam keadaan darurat.

2 Warkum Sumitro_4sas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Rajawali Pers,
2002 hal.1 '
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Pembentukan Bank Syariah pada mulanya memang banyak diragukan.
Pertama, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga
(interest free) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. Kedua, adanya
pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di
lain pihak, Bank Syariah adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam.?

Dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang
Fatwa bunga, Terorisme dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan
Dzulhijah pada tanggal 22 Syawal 1424 H (16 Desember 2003M) telah
memutuskan bahwa pengertian bunga (interest, fa-idah) adalah “... Tambahan
yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari
pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,
berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti dimuka
berdasarkan presentase...”. Dan pengertian riba adalah tambahan (ziyadah)
tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang
diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi’ah. Riba jenis
kedua yang disebut riba fadhl ialah pertukaran dua barang yang sejenis
dengan kelebihan. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria
riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, baik riba nasi’ah maupun riba
fadl. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu
bentuk riba dan riba haram hukumnya.

Dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tersebut,

Jjuga menyatakan bahwa bunga uang dari pinjaman/simpanan yang berlaku

3 Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 233

. I'
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diatas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur’an,
karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu
mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan bunga bank
sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.

Dalam syariah terdapat kewajiban bagi umat Islam untuk harus

melaksanakan ketentuan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Sehingga dalam

melakukan kegiatan ekonomi pun harus sesuai dengan syariah. Dengan
adanya larangan riba di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist yang kemudian
muncul Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Hal ini
merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkam jasa bank secara
optimal.

Di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist terdapat larangan riba, antara lain -

Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan
sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung
karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan:
“Perdagangan itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan
perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah
sampai kepadanya peringatan dari T uhannya lalu ia berhenti (dari memakan
riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan
riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya. (QS. Al-
Bagarah: 275)

Allah (telah) menghapus (barakat) riba dan la menyuburkan sedekah. (QS.
Al-Baqarah: 276)

Dalam suatu riwayat dikemukakan: terdapat orang-orang yang berjual

beli dengan kredit (dengan pembayaran berjangka waktu). Apabila telah tiba
waktunya pembayaran dan tidak membayar maka bertambah bunganya, dan
ditambah pula jangka waktu pembayarannya. Maka turunlah surat Al-Imron

ayat 130 tersebut. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di zaman jahiliyah

; Ister Angelia
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Tsaqif berutang kepada Banin Nadlir. Ketika telah tiba waktu membayar
Tsaqif berkata : “Kami membayar bunganya dan undurkan waktu
pembayarannya”. Maka turunlah surat Ali ‘Imran ayat 130 sebagai larangan
perbuatan itu:

Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapatkan keberuntungan.

Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 161 menyatakan :

Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan
Jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di
antara mereka itu siksa yang pedih.

Al-Qur’an surat Al-Rum ayat 39 menyatakan :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 278 menyatakan :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 279 menyatakan :
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan Jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa turunnya surat Al-bagarah 278 dan
279 tersebut berkenaan dengan pengaduan Banil Mughirah kepada Gubenur
Makkah setelah Fathu Makkah, yaitu ‘Attab bin As-yad tentang utang-

utangnya yang mengandung riba sebelum ada hukum penghapusan riba,

; Angelia
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kepada Banu ‘Amr bin Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada
‘Attab bin As-yad : “Kami adalah manusia yang paling menderita akibat
dihapusnya riba”. Maka berkata Banu Amr: “Kamj minta penyelesaian atas
riba kami”, maka Gubenur ‘Attab menulis surat kepada Rasulullah SAW.
yang dijawab oleh Nabi SAW. sesuai dengan ayat di atas.
Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 280 menyatakan :
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Sikap umat terhadap larangan riba pada waktu sekitar 633 Masehi sangat
patuh. Ternyata kepatuhan umat terhadap larangan riba ini diarahkan kepada
kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak terlarang, dan terbukti mampu
mengantarkan umat Islam kepada masa kejayaannya dimulai sekitar tahun
633 Masehi hingga ratusan tahun kemudian. Namun masa kejayaan itu tidak
dapat dipertahankan akibat perpecahan di kalangan umat Islam sendiri
disertai keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai korban dari
kolonialisasi bangsa Eropa di sekitar abad ke-16.*

Namun saat ini perkembangan lembaga perbankan Islam semakin pesat,
hal ini disebabkan Bank Syariah memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah
satu keistimewaannya adalah adanya konsep (build in concept) dengan
berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang mampu
tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya

masih diragukan oleh masyarakat muslim. Bank Syariah sebagai lembaga

*Kamnaen A. Perwaatmadija dan M. Antonio Syafi’l, Prinsip Operasional Bank Islam, Risalah
Masa, 1992, hal. 25
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yang baru daripada bank-bank konvensional, juga menghadapi permasalahan-
permasalahan, baik yang melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya.
Pada dasarnya, aktivitas Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas
bank-bank konvensional, perbedaannya terletak pada konsep dasar
operasionalnya yang berlandaskan pada Syariah.

Bank Syariah mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan
bunga, dan dengan sistem bagi hasil dinilai mampu mengalokasikan sumber
daya dan sumber dana secara efisien. Dengan kemampuan dalam
mengalokasikan sumber secara efisien pada tempat yang menguntungkan,
maka dalam hal ini Bank Syariah mampu menghadapi persaingan pasar dan
memperoleh laba.

Sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan
yang pada intinya menyatakan bahwa perbankan Indonesia mempunyai
fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.
Bank Syariah melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana kepada
masyarakat dengan memberikan Jasa-jasa kegiatan operasional antara lain:
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudharabah),
pembiayaan  berdasarkan prinsip penyertaan modal (pembiayaan
musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(pembiayaan murabahah), serta pembiayaan barang modal berdasarkan

prinsip sewa murni tanpa pilihan (pembiayaan ijarah).
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Di antara jasa-jasa kegiatan operasional di bidang penyaluran dana
kepada masyarakat tersebut, yang menarik adalah pembiayaan berdasarkan
prinsip penyertaan modal, yang dikenal dengan pembiayaan musyarakah. Hal
ini dikarenakan pada saat pembiayaan musyarakah, terjalin kerjasama antara
bank dengan nabasah yang sama-sama memberikan modal untuk suatu usaha.
Dalam pembiayaan ini, bank maupun nasabah dapat ikut serta dalam
manajemen usaha tersebut. Dalam melakukan kegiatan ini baik bank maupun
nasabah melakukannya untuk memperoleh laba. Dalam pembiayaan
musyarakah tersebut, juga menggunakan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, keduanya
menggunakan prinsip bagi hasil yang digunakan sebagai produk di bidang
penyalur dana kepada masyarakat. Perbedaanya adalah dalam pembiayaan
mudharabah, salah satu pihak (shahibul maal) menyerahkan hartanya kepada
pihak lain (mudharib). Dengan harta tersebut, si pengelola dana (mudharib)
akan melakukan kegiatan guna mengelola dana tersebut. Dan apabila
memperoleh keuntungan, maka pembagian keuntungan tersebut berdasarkan
kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung
oleh si pemilik dana (shahibul maal) dengan catatan kerugian tersebut bukan
karena kesengajaan dari pihak pengelola dana (mudharib).

Sedangkan dalam pembiayaan musyarakah, masing-masing pihak
menyetorkan modal dan usaha dapat dilakukan secara bersama-sama. Apabila

memperoleh keuntungan, maka pembagian keuntungan berdasarkan
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prosentase modal yang disetorkan. Dan sebaliknya, apabila terjadi kerugian,
maka ditanggung bersama-sama.

| Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian antara bank dengan
| nasabahnya, dan b;mk menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi
usaha/kegiatan tertentu, serta sebagian lain disediakan oleh nasabah. Dalam
hal ini, bank dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut. Bank bersama

nasabah mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan yang tidak

harus sebanding dengan besar prosentase penyertaan modal, melainkan atas

dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian

| tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan prosentase penyertaan
modal masing-masing.

Pengertian musyarakah sendiri adalah akad kerjasama antara Bank
Syariah dengan nasabahnya dan masing-masing menyetorkan modal dalam
Jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan.v Pencampuran modal
tersebut digunakan untuk mengelola proyek (usaha) yang layak dan sesuai
dengan prinsip syari’ah. Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan
berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad.

Persoalannya, dalam pembiayaan musyarakah ini Bank Islam tidak hanya
menyetorkan modal saja, melainkan juga dapat melakukan kegiatan
manajemen dalam proyek (usaha) yang didanai. Dalam hal ini Bank Islam
mempunyai fungsi sebagai penyimpan dana dan penyalur dana kepada
masyarakat, tentunya mempunyai aktivitas yang tidak sedikit serta

memerlukan karyawan yang selalu berada di Bank untuk memberikan
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pelayanan pada nasabah. Dengan aktivitas bank yang demikian, dan bank ikut
serta dalam pembiayaan musyarakah, tentunya hal ini sangat rumit.

Selain itu bagaimana hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya
yang sama-sama menyetorkan modal untuk kegiatan usaha tertentu, hal ini
masih perlu ditinjau. Karena dengan mengetahui hubungan hukum tersebut,
tentunya penegakan hukum dapat dilakukan yang apabila suatu saat terjadi
suatu masalah seperti wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang saya uraikan di atas,
maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

. Hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabahnya dalam
pembiayaan musyarakah.

2. Upaya penyelesaian sengketa pembiayaan musyarakah yang bermasalah.

I.2. PENJELASAN JUDUL

Untuk menjelaskan skripsi saya yang berjudul “ Penyelesaian
Pembiayaan Musyarakah Bermasalah pada Bank Syariah “, maka akan saya
uraikan satu demi satu pengertian dari kata yang berkaitan dengan judul
skripsi dan beberapa istilah yang akan digunakan untuk menunjang penulisan
skripsi ini. Penguraian ini bertujuan untuk memperoleh kesatuan arti serta
mencegah penafsiran yang berbeda-beda, sehingga pembaca lebih memahami

ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.
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Adapun pengertian dari masing-masing kata yang terdapat dalam

judul skripsi ini, yang saya uraikan sebagai berikut

» Pengertian dari kata penyelesaian adalah proses, cara atau perbuatan
menyelesaikan.’ Maksudnya, cara menyelesaikan permasalahan dalam
pembiayaan musyarakah dilihat dari sisi yuridis yaitu berdasarkan pada
peraturan-peraturan yang mengaturnya dan berlaku serta sesuai dengan syariah.

» Pengertian dari kata pembiayaan dalah perihal pembiayaan. Dan pengertian
dari kata biaya adalah ongkos, pengeluaran.® Maksudnya, pembiayaan di sini
adalah biaya yang dikeluarkan Bank Syariah atas dasar perjanjian dengan
nasabah dan tentunya pengeluaran tersebut berdasarkan prinsip syariah.

> Pengertian dari kata musyarakah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1
angka 7 Peraturan Bank Indonesia No: 5/9/PBI/2003 tentang Aktiva Produktif
bagi Bank Syariah adalah perjanjian diantara para pihak pemilik dana/ modal
untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan
pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang
telah disepakati sebelumnya.

> Pengertian dari kata masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan
(dipecahkan); soal; persoalan.’ Maksudnya, masalah dalam pembiayaan
musyarakah ini muncul akibat dari adanya tidak dilaksanakannya kewajiban
oleh salah satu pihak, sehingga menjadikan pembiayaan tersebut menjadi

bermasalah.

* Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi I, Modem
English Press, Jakarta, 1991

®Ibid.

” Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nssional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga,
Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
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» Selanjutnya, saya akan menyinggung sedikit mengenai wanprestasi. Pengertian
istilah wanprestasi adalah cidera atau cedera janji; ingkar janji.® Maksudnya,
akibat dari cidera atau cedera Jjanji pada salah satu pihak dalam melaksanakan
kewajibannya, sehingga pihak lain merasa dirugikan,

> Sedangkan yang dimaksud dengan bank disini sebagaimana yang terdapat
dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah badan usaha yang
menghimpun dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atay bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatian jasa dalam lalu lintas pembayaran.

# Pengertian dari kaia syariah adalah segala yang diturunkan Allah SWT kepada
Nabi Muhammad SAW berbentuk wahyu yang terdapat dalam Al Qur’an dan
Sunnah. Maksudnya, segala tuntunan yang diberikan Allah SWT dan Rasul-
Nya melalui perkataan, perbuatan dan takrir (ketetapan). Tuntunan ity
menyangkut baik hubungan yang berkaitan dengan masalah akidah, maupun
hukum perseorangan, hubungan manusia dengan khalik, hubungan manusia
dengan sesamanya.’

» Sedangkan pengertian dari Bank Syariah menurut pasai 1 angka 1 Peraturan
Bank Indonesia No: 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif bagi Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Perbankan vang melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, termasuk unit usaha syarial dan kantor cabang bank astng yang

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

$ Marjanne Termorshuizen dibantu oleh Caroline Supriyanto-Breur dan Hilly Djohani-Lapian,
Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2002
® Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal 345-346
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Dengan demikian, maksud dari judul skripsi ini adalah penyelesaian
pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Bank Syari'ah menjadi
bermasalah, dan penyelesaian tersebut ditinjau dari sudut pandang peraturan
perundang-undangan yang mengatur, khususnya pada peraturan perbankan di
Indonesia. Sehingga dari penjelasan Jjudul tersebut, penulisan skripsi ini lebih
cenderung untuk membahas pembiayaan musyarakah dalam aplikasi

perbankan dan bukan aplikasi dalam lembaga keuangan bukan bank.

L3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Sebagaiman yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lembaga
perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian di setiap negara.
Hal ini disebabkan, bank mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun
dana dan penyalur dana pada masyarakat. Dengan demikian Bank Syariah
memberikan jasa-jasa kegiatan opersional kepada nasabahnya, yang salah
satunya adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah ialah suatu
perjanjian antara bank dengan nasabahnya, yang masing-masing menyetorkan
modal untuk suatu usaha dan para pihak dapat ikut serta memanajemen usaha
tersebut. Pembiayaan musyarakah ini Juga menggunakan prinsip bagi hasil.
Dengan berjalannya pembiayaan musyarakah yang dilakukan Bank Syariah
dengan nasabahnya untuk pengembangan suatu usaha, tentunya dalam
pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar. Hal ini perlu ditinjau mengapa
pembiayaan tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya dan bagaimana

penyelesaiannya, agar kesehatan bank terjaga.
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Bertitik tolak pada hal tersebut diatas, maka saya tertarik untuk
menulis, menguraikan dan memilih judul skripsi “Penyelesaian Pembiayaan
Musyarakah Bermasalah pada Bank Syariah“. Permasalahan muncul pada
saat pembiayaan musyarakah sedang berjalan dan perjanjian telah disepakati
oleh para pihak. Pada umumnya permasalan itu muncul akibat dari salah satu
pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga pihak lain merasa
dirugikan. Apabila hal ini dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian, tentunya
bagi perkembangan perbankan syariah bisa mengalami kemunduran. Di
samping itu, reputasi lembaga perbankan syariah dapat dirugikan karena
Bank Syariah dianggap belum mampu untuk melakukan pembiayaan

musyarakah.

I.4. TUJUAN PENULISAN

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan utama yang hendak
dicapai yaitu untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara bank
dengan nasabahnya dalam pembiayaan musyarakah. Serta untuk memperoleh
penjelasan konkrit mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dan untuk
memperoleh pemahaman tentang pertanggungjawaban dari para pihak yang
terlibat dalam pembiayaan musyarakah. Selain itu, juga untuk mengetahui
dan memahami prosedur pemberian pembiayaan musyarakah dan keabsahan
perjanjiannya beserta klausula yang harus ada dalam perjanjian pembiayaan

musyarakah.
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Tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan
memahami faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan musyarakah
menjadi bermasalah serta upaya hukum dalam penyelesaian pembiayaan
musyarakah yang bermasalah. Hal tersebut mengingat, lembaga perbankan
mempunyai peranan penting di sektor perekonomian negara. Disamping itu,
adanya penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan atau
masukan guna pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perbankan
syariah dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa dalam pembiayaan

musyarakah.

LS. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini secara
keseluruhan adalah sebagai berikut :
a. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan yuridis normatif dan contract approach. Pendekatan yuridis
normatif adalah pendekatan yang dilakukan dari aspek hukum melalui
pembahasan-pembahasan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-
literatur pendukung yang membahas tentang pembiayaan musyarakah
yang diberikan oleh Bank Syariah serta kedudukannya dalam hukum
Islam. Dan contract approach adalah pendekatan yang dilakukan dari

aspek hukum melalui kontrak tersebut. Dalam skripsi ini meninjau

SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia




SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

16

kontrak pembiayaan musyarakah dikaitkan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan skripsi
ini meliputi bahan hukum primer dah bahan hukum sekunder. Bahan
hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui pengkajian
terhadap peraturan-peraturan hukum positif serta dari sumber-sumber
hukum Islam. Sedangkan bahan sekunder diperoleh melalui studi
kepustakaan, dokumen-dokumen pribadi berupa catatan perkuliahan serta

literatur-literatur pendukung yang terkait dengan pokok bahasan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen. Studi
dokumen tersebut selanjutnya dikaitkan dengan bahan hukum primer.
Studi dokumen dapat diperoleh dari beberapa literatur yang sesuai
dengan pembahasan.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi
ini adalah penelitian kepustakaan, suatu penelitian yang berusaha
menerangkan karakteristik dari prinsip pemberian pembiayaan
musyarakah Bank Syariah serta ketentuan umum pembiayaan
musyarakah yang diteliti dan sejumlah faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang bersifat doktrinal.
Penelitian ini juga mengkaji keterkaitan dan konsistensi aturan normatif

dalam hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia.
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d. Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan bahan hukum yang ada maka dilakukan analisa dengan
mengkaji keterkaitan dan konsistensi aturan normatif dalam hukum Islam
dengan pelaksanaan operasional di lapangan. Bahan yang telah
terkumpul, diklasifikasi dan dianalisa dengan menggunakan metode
kualitatif, yakni dengan mengklasifikasi dan menyeleksi bagian yang
penting sebagai acuan penelitian ini. Dalam metode ini menggunakan
pengelolaan bahan berupa kesimpulan dalam bentuk uraian, tetapi dalam
menyelesaikan permasalahan yang diajukan tetap mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka dibagi
menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab :
Bab I pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan
menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini,
meliputi latar belakang dan permasalahannya, penjelasan judul, alasan
pemilihan judul, tujuan penulisan, metode yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini serta pertanggungjawaban sistematika. Hal tersebut dimaksudkan
untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara
garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dalam bab II, saya akan memberikan penjelasan dan uraian

mengenai hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya dalam
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pembiayaan musyarakah. Dengan mengetahui hubungan hukum antara bank
dengan nasabahnya dalam pembiayaan musyarakah, maka dapat dilakukan
penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini sebagai pintu awal untuk memahami bentuk penyelesaian
terhadap pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Bank Syariah menjadi
bermasalah. Bab ini mulai memasuki pada pokok permasalahan pertama dari
skripsi ini. Untuk menjelaskan pokok permasalahan yang pertama ini, dalam
bab ini akan dijabarkan dalam 3 subbab. Subbab pertama menjelaskan
mengenai perjanjian musyarakah. Dalam .perjanjian musyarakah ini, saya
akan memberikan penjelasan dan uraian mengenai keabsahan dari perjanjian
tersebut, hak dan kewajiban para pihak serta klausula yang harus ada. Hal ini
memberikan pemahaman mengenai perjanjian musyarakah dengan dikaitkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam
syariah. Subbab kedua memberikan penjelasan dan uraian mengenai
ketentuan umum dan ketentuan khusus pembiayaan musyarakah dalam sistem
perbankan slyariah serta saya akan memberikan uraian dan penjelasan
mengenai manfaat dari pembiayaan musyarakah. Hal ini berkaitan dengan
alasan serta tujuan Bank Syariah dalam memberikan jasa pembiayaan
musyarakah. Selanjutnya dalam subbab ketiga, saya akan memberikan
penjelasan dan uraian mengenai tata cara pembiayaan musyarakah dalam
sistem perbankan syariah.

Bab III akan menguraikan mengenai upaya penyelesaian terhadap

pembiayaan musyarakah bermasalah untuk menjelaskan pokok permasalahan
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yang kedua dalam bab ini, dalam bab ini akan dijabarkan dalam 4 subbab.
Subbab pertama menjelaskan mengenai kriteria pembiayaan musyarakah
yang bermasalah. Hal ini merupakan salah satu unsur penting karena dapat
membantu Bank Syariah mendeteksi adanya pembiayaan musyarakah yang
bermasalah. Subbab kedua menjelaskan mengenai faktor penyebab adanya
pembiayaan musyarakah yang bermasalah. Dengan mengetahui faktor
penyebab munculnya pembiayaan musyarakah bermasalah ini, maka Bank
Syariah dapat melakukan antisipasi terhadap permasalahan yang
kemungkinan muncul. Subbab ketiga menjelaskan mengenai wanprestasi.
Dalam subbab ini menjelaskan mengenai sebab terjadinya wanprestasi serta
upaya penyelesaiannya. Kemudian subbab yang terakhir menjelaskan
mengenai upaya penyelesaian terhadap pembiayaan musyarakah yang
bermasalah, baik melalui restrukturisasi dan/atau arbitrase atau pun melalui
pengadilan umum.

Setelah mengemukakan permasalahan dan pembahasan, maka bab
yang terakhir yaitu bab IV saya akan memberikan gambaran secara garis
besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta mengemukakan beberapa saran.
Bab terakhir ini sekaligus penutup dari keseluruhan pembahasan atas pokok

permasalahan dalam penulisan skripsi.
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HUBUNGAN HUKUM BANK SYARIAH
DENGAN NASABAH DALAM
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
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BAB II
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK SYARIAH DENGAN NASABAH

DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

IL1. PERJANJIAN MUSYARAKAH

Al-musyarakah merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih
dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah
disepakati oleh para pihak. Sehingga dalam pembiayaan musyarakah yang
diberikan bank dengan cara membiayai sebagian dari modal perusahaan, dan bank
dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan tersebut, maka perlu adanya
perjanjian untuk memberikan kepastian. Dalam pembiayaan musyarakah untuk
membagi keuntungan dapat dilakukan menurut besarnya pangsa modal atau dapat
pula berdasarkan perjanjian yaitu sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah
disepakati para pihak. Sedangkan dalam pembagian kerugian harus ditanggung
sesuai dengan pangsa modal.

Perbedaan penetapan ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan
menyerap (absorpsi) untung dan rugi. Untung sebesar apa pun dapat diserap oleh
pihak mana saja. Sedangkan bila rugi, tidak semua pihak memiliki kemampuan
menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian, bila terjadi kerugian, maka
besar kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang

diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut. '°

10 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figik dan Keuangan, Edisi I1, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004, hal. 69
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Sistem pembiayaan musyarakah memiliki landasan syariah sebagai
berikut :

Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 12 menyatakan :

“ ... maka mereka berserikat dalam yang sepertiga ...”

Al-Qur’an surat Shaad ayat 24 menyatakan :

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”

Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW

telah bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman,’ Aku pihak ketiga
dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’”
(HR Abu Dawud n0.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim). Ibnu Qudamah
dalam kitabnya, al-Mughni,'! telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus
terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan
pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

Menurut figh ada dua bentuk musyarakah, yaitu :

1. Terjadinya secara otomatis disebut syarikah Amlak, tetapi ada juga yang
menyebutnya musyarakah kepemilikan. Musyarakah kepemilikan ini tercipta
karena adanya peristiwa yang terjadi secara otomatis yaitu disebabkan adanya
warisan atau wasiat yang mengakibatkan satu aset tersebut dimiliki oleh dua
orang atau lebih.

2. Terjadinya atas dasar akad (perjanjian) disebut syarikah Uqud, tetapi ada juga

yang menyebutnya musyarakah akad. Musyarakah akad ini tercipta karena

1 Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Mughni wa Syarh Kabir (Beirut; Darul-Fikr, 1979), vol.V,
hal. 109 seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah dari Teori ke
Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal.91
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adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing
menyetorkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian.
Musyarakah akad atau yang disebut Juga syarikah Ugud terbagi menjadi
5 bentuk, yaitu:
a. Syirkah al-‘Inan
Syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak
memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.
Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang
disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam
dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan
kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan Jenis al-musyarakah ini.'*
b. Syirkah Mufawadhah
Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau
lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan
berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugiansecara
sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah
kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi
oleh masing-masing pihak."?
¢. Syirkah A’maal
Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk

menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan it

2 Wahbah az-Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa Adillatahu (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), cetakan
IV, vol. V, hal. 3881 seperti yang dikutip oleh Zbid, hal. 92

" Al-Mabsuth, vol. XI, hal. 203 dan sesudahnya; Abu Bakar Ibn Mas’ud al-Kasani, 2/-Bada’i was
Sana’i fi Tartib ash-Shara’i, (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi), edisi ke-2, vol. VL, hal. 72 seperti
yang dikutip oleh Ibid.

SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah

Ister Angelia




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

23

Misalnya, kerja sama dua arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja }
sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah J

kantor. Al-musyaraksh ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau
sanaa’i*
d. Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki

reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara

kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka

berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai

yang disediakan oleh tiap mitra.'’ Pada intinya, jenis al-musyarakah ini salah satu

pihaknya tidak menyumbang modal, melainkan menyumbangkan reputasinya. '

Bila terjadi kerugian, pemilik modal menanggung kerugian finansial, sedangkan
pthak yang lain tidak. Tapi pihak yang lainnya itu, pada dasarnya tetap
menanggung kerugian yakni jatuhnya reputasinya/nama baiknya. ‘
e. Syirkah al-Mudharabah | |

Syirkah al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak,
pihak pertama (shahibul mazl) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak

lainnya menjadi penggelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi w

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si

** Rad al-Mukhtar, vol. IL, hal. 372 seperti yang dikutip oleh Ibid, |
** Abu bakar Ibn Mas’ud al-Kasani, 2/-Bada i was-Sana’i fi Tartib ash-Shara’i (Beirut: Darul- |
Kitab al-Arabi), edisi ke-2, vol. VI, hal. 77 seperti yang dikutip oleh Ibid., hal 93 }
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pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian
si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.'®

Proyek investasi bagi hasil al-musyarakah ini juga disebut dengan
syirkah. Dan Bank Syariah akan memperolah pendapatan berupa bagi hasil dari
proyek tersebut. Jasa pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada Bank
Syariah adalah musyarakah akad dengan bentuk Syirkah al-‘inan. Serta untuk
memperoleh pembiayaan musyarakah diperlukan suatu akad.

Dalam aplikasi perbankan, pembiayaan musyarakah biasanya
diaplikasikan untuk pembiayaan proyek nasabah dan bank. Dalam proyek
tersebut, nasabah dan bank menyetorkan dana untuk membiayai proyek tersebut.
Setelah proyek itu selesai, sesuai dengan ketentuan dalam akad pembiayaan
musyarakah, maka nasabah harus mengembalikan dana tersebut bersama bagi
hasil untuk bank.

Sedangkan pada lembaga pembiayaan, al-musyarakah diterapkan dalam
modal ventura. Modal ventura adalah suatu kegiatan melakukan pembiayaan
dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan ussha
(investee company) dalam jangka waktu tertentu. '7 Setelah Jangka waktu
penanaman modal berakhir, maka bank melakukan divestasi atay menjual bagian
sahamnya.

Secara umum aplikasi perbankan dari al-musyarakah dapat digambarkan

dalam skema berikut ini :'®

'® Ahmad asy-Syarbasyi, al-Mu’jam al-Iqtisad al-Istami (Beirut; Dar Alamil Kutub, 1987)
sepem yang dikutip oleh Ibid., hal. 95

Suhraward1 K. Lubis, Hukem Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 93

** Muhammad Syafi’I Antonio, Op.cit, hal. 94
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Nasabah
Parsial:

Bank Syariah
Parsial
Pembiayaan

Asset Value
A

PROYEK USAHA

KEUNTUNGAN

l

Bagi hasil keuntungan sesuai
porsi kontribusi modal
(nisbah)

A

2.1.1. Keabsahan Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, demikian pengertian dari

kata perjanjian menurut pasal 1313 B.W. Sementara itu, Subekti mengatakan

bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian

merupakan suatu perbuatan para pihak yang saling mengikatkan diri, sehingga

|

i elia
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menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Dan dalam agama Islam, perbuatan itu
harus merupakan perbuatan yang diridhai Allah SWT dan bersumber pada Al-
Qur’an dan Hadist.

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian (akad) adalah bahwa
perjanjian itu melahirkan perikatan, sebagaimana yanng dikatakan dalam pasal
1233 B.W. Untuk menggambarkan pasal 1233 B.W., orang sering kali membuat
skema sebagai berikut :

/ Undang-Undang
Perikatan
\ Perjanjian

Perjanjian mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni
masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-
masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam perjanjian, ferm and
condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well-defined). Bila
salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi
kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati
dalam perjanjian.'®

Perjanjian musyarakah termasuk dalam konsep NUC (Natural
Uncertainty Contracts) karena sama-sama mencampurkan asetnya menjadi satu
kesatuan dan bergantung pada hasil investasi. Dalam NUC, pihak-pihak yang
bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial

assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama

' Adiwarman Karim, Op. Cit., hal 57
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P untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung
| bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return),
ﬁ baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (fiming)-nya. Yang termasuk dalam
‘ kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara

“sunnatullah” (by their nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi

Dalam hal ini, Al-Qur'an memberikan pedoman surat Al-Baqarah ayat

282-283 :

“Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu bermu’amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
| hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
| Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah
| mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendakiah orang yang
| berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan Janganlah ia mengurangi sedikitpun
| dari hutangnya...”
| “...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

| yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendakiah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya...”

|
|
J sifatnya tidak fixedand predetermined.®
|
|
|
!
\
:
|

Dalam suatu perjanjian untuk dapat menilai keabsahan dari perjanjian
tersebut, maka harus memenuhi empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian
sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 B.W. :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

? Ibid., hal. 67
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Keempat syarat tersebut memliki sifat komulatif, sehingga apabila salah satu
syaratnya tidak terpenuhi maka tidak mempunyai nilai keabsahan. Unsur 1 dan 2
bersifat subyektif karena menyangkut subyek hukum dan apabila tidak terpenuhi
maka dapat dibatalkan. Dalam arti jika perjanjian ini tidak diajukan gugatan
pembatalan, maka perjanjian tersebut sah. Sedangkan unsur ke 3 dan 4 bersifat
obyektif karena menyangkut obyek perjanjian dan apabila tidak terpenuhi maka
batal demi hukum (tidak ada akibat hukumnya). Pada syarat obyektif ini pada
dasarnya sama, hanya usaha/proyek yang dibiayai harus tidak bertentangan
dengan syariah. Pasal 1320 B.W. ini mempunyai sifat yang memaksa
(awingendrecht) sehingga dalam semua perjanjian harus memenuhi empat syarat
tersebut.

Sementara itu Islam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi
apabila mengadakan suatu perjanjian yaitu:*!

1. Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam yang telah ditetapkan.
Rasulullah bersabda : “Setiap syarat yang tidak ada dalam hukum Allah
bertentangan dengan Al-Qur’an tidak dianggap sah walaupun terjadi sejuta
ketentuan”.

2. Hendaknya benar-benar keluar dari hati nurani masing-masing dan pikiran
sendir, tidak merasa terpaksa atau karena intimidasi, bukanlah perjanjian ,

kalau tanpa ada kebebasan dari kedua pihak.

*! Tim Penyusun Naskah IDI Hukum, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Departemen Agama RI
Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002, hal 223-224

SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia




SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

30

Mengenai nisbah tidak boleh sewaktu-waktu berubah. Nisbah harus jelas dan
harus dicantumkan pada awal perjanjian, agar tidak menimbulkan gharar

(ketidakpastian) yang hukumnya haram dalam Islam.

2.1.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam menjalankan kegiatan, Bank Syariah menggunakan berbagai
teknik dan metode investasi, seperti perjanjian musyarakah. Disamping itu,
perbankan syariah di dasarkan atas prinsip Syirkah (mitra usaha) yang telah diakui
di seluruh dunia. Artinya seluruh sistem perbankan termasuk pemegang saham,
deposito, investasi dan peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usaha
dengan sistem musyarakah, baik bank maupun klein menjadi mitra usaha dengan
menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu
rasio laba di muka untuk suatu waktu tertentu. % Sehingga hubungan antara bank
dengan nasabah dalam perjanjian musyarakah adalah hubungan sebagai mitra
usaha.

Prinsip-prinsip perjanjian yang sangat mendasar dalam agama Islam
adalah adanya saling menghormati dan wajib menepatinya, karena dengan
menepati janji dapat menjaga hubungan tersebut dan menghindari permusuhan.
Sayid Sabiq dalam bukunya “Anasir AI-Quwwah Fil Islam”, mengutip pepatah
arab yang berbunyi : Barang siapa belum pernah menganiayai temannya di dalam

bergaul, dan ia tidak berdusta apabila berbicara, menepati janji bila berjanji, maka

22 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic Theory and Practise, diterjemahkan oleh M.

Nastagin, Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam), Dana Bhakti Wakaf,
Yogyakarta, 1993, hal. 173-177

Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

31

1a adalah seorang yang sempurna perangainya dan seorang yang adil, maka ia
harus disambut dengan baik apabila mengajak berteman.

Perbuatan mengingkari janji termasuk dosa dan mendapat amarah Allah,
sebagaiman firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ash-Shaf ayat 2-3 :

“Hai orang-oarang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang
tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu
mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.”
Dengan demikian, para pihak berkewajiban untuk menepati Jjanjinya. Selain itu
dalam Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 1 :
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”
Sehingga para pihak juga wajib memelihara perjanjian yang telah disepakatinya,
disamping berkewajiban menepati janjinya.

Pasal 1338 ayat (1) B.W. menyatakan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak, sehingga menimbulkan hak dan
kewajiban bagi para pihak. Dalam pasal ini dapat disimpulkan sebagai asas
kebebasan berkontrak yaitu para pihak dapat melakukan perjanjian apa saja yang
dikehendaki. Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya
dwingendrecht yaitu pasal 1337 B.W. yang intinya menyatakan bahwa perjanjian
harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan
ketertiban umum. Sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati
hukum yang sifatnya dwingendrecht tersebut.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, maka harus ditetapkan secara tegas

dan cermat isi perjanjian tersebut. Dengan kata lain, menetapkan pula hak dan
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kewajiban para pihak karena apabila tidak ditetapkan dapat menimbulkan
perselisihan. Selain itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (3) B.W. Dan petjanjian yang
telah disepakati tidak dapat ditarik kembali, kecuali adanya kesepakatan para
pihak untuk menarik perjanjian tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338
ayat (2) B.W.

Dalam perjanjian musyarakah tersebut, para pihak berkewajiban untuk
memberikan modal sesuai dengan kesepakatan. Dan para pihak berhak menerima
pembagian laba menurut nisbah yang telah disepakati, serta berkewajiban
menanggung kerugian sesuai dengan besar modal yang disetorkan pada
proyek/usaha tersebut. Dalam aplikasi perbankan setelah proyek itu selesai,
nasabah wajib mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil untuk bank
sesuai dengan ketentuan dalam akad pembiayaan musyarakah.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian musyarakah
sebagai berikut :

Kewajiban Bank :

a. Menyediakan modal sesuai dengan kesepakatan.

b. Memberitahukan secara tertulis bahwa fasilitas pembiayaan musyarakah
menjadi berakhir, oleh karenanya nasabah harus segera mengembalikan
fasilitas pembiayaan berikut dengan jumlah kewajibannya. Hal ini terjadi
Jika adanya perubahan peraturan yang berlaku terhadap Bank Syariah.

C. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan modal tersebut.

; Ister Angelia
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d. Apabila terjadi kerugian di dalam usaha, maka bank hanya bertanggung

Jjawab sebatas penyertaan modal.

Hak Bank :

a. Bank sewaktu-waktu dengan pemberitahuan berhak untuk menghentikan
permohonan penarikan fasilitas pembiayaan musyarakah yang diajukan
oleh nasabah apabila laporan dan dokumen-dokumen yang wajib
disampaikan kepada pihak bank tidak diterima dengan teratur oleh pihak
bank sebagaimana semestinya dan/atau apabila terjadi cidera janji.

b. Menerima pembayaran kembali dan pembagian hasil.

¢. Mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan

berhak pula untuk menggugurkan hak tersebut.

Kewajiban Nasabah :

a. Melakukan pembayaran pembiayaan beserta pembagian hasil.

b. Memanajemen perusahaan tersebut agar kegiatan usahanya selalu dalam
keadaan baik, melaksanakan usahanya dengan baik dan efisien.

¢. Memberikan laporan keuangan perusahaan berupa neraca dan perhitungan
rugi laba.

d. Membuka rekening pada Bank Syariah untuk menampung semua
pembayaran dana.

€. Membayar biaya lain-lain yang berhubungan dengan pembiayaan

musyarakah, misalnya biaya asuransi, pajak.

. I'
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Hak Nasababh :
a. Memperoleh modal sesuai dengan kesepakatan.

b. Menggunakan modal tersebut bagi pengembangan perusahaan.

2.1.3. Klausula yang harus ada

Pasal 1320 B.W. pada syarat obyektifiya menggantungkan sahnya
perjanjian pada sebab yang halal. Sebab yang halal dalam perjanjian musyarakah
adalah sebab yang sesuai dengan syariah. Pada prakteknya, sebab perjanjian
dibentuk oleh apa yang ingin dicapai para pihak, sehingga berkaitan dengan
tujuan dari perjanjian tersebut. Syarat bahwa causa perjanjian harus bersifat halal
hendaknya dipahami dalam kerangka prinsip kebebasan berkontrak. Sehingga
perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat
perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian yang tanpa causa, tidak mempunyai
kekuatan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1335 B.W.
| Asas daya mengikatnya perjanjian membawa konsekuensi bahwa
i perjanjian harus dipenuhi dan apabila tidak ada prestasi oleh salah satu pihak,
“_ maka pihak yang lain mempunyai beberapa kewenangan yang dapat dipaksakan
. oleh hakim yaitu tuntutan pemenuhan, ganti rugi, dan sejauh mengenai perjanjian.
: Asas ini tidak hanya menghadapi perkecualian dengan beroperasinya
W ittkad baik yang membatasi para pihak dalam melaksanakan kewenagan-
!I kewenagan tersebut di atas. Juga ajaran overmacht merupakan penerobosan

terhadap daya mengikatnya perjanjian. Sebab dalam hal overmacht para pihak
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kehilangan haknya untuk menuntut pemenuhan ganti rugi, dan pembubaran.
Dalam hal demikian salah satu pihak dapat melepaskan diri dari pemenuhan
kewajibanya dengan dalil adanya overmachr. Ketentuan mengenai overmacht
mempunyai sifat pelengkap, artinya hanya berlaku kalau para pihak tidak
memperjanjikan lain. Di dalam batas-batas yang ditarik oleh pasal 1335, pasal
1337 (sebab yang halal), dan pasal 1338 (itikad baik) B.W., para pihak bebas
menentukan sendiri bila akan terdapat overmacht. Dengan demikian, perlu adanya
klausula mengenai overmacht.

Mengenai klausula yang harus ada ini, dalam merumuskannya di suatu
surat perjanjian harus ditulis dengan jelas dan terperinci agar tidak menimbulkan
penafsiran yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Hal
ini sesuai dengan syariah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqgarah ayat 282-283.

Penetapan hak dan kewajiban dituangkan dalam wujud klausula-klausula
selaku isi perjanjian. Terdapat pula klausula-klausula untuk mengantisipsi
kemungkinan terjadinya problema-problema yang dapat muncul setiap saat. Bank
Syariah wajib mencantumkan proyeksi pendapatan (PP) dan ketepatan
pembayaran angsuran pokok dalam perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah
dengan nasabah, agar perjanjian dapat dilaksanakan secara jelas.

Adapun klausula-klausula yang harus ada dalam perjanjian musyarakah
yaitu :

1. Fasilitas pembiayaan secara musyarakah, yaitu berupa besarnya dana yang

disepakati.

B Nieuwenhuis, diterjemahkan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (tanpa nama
penerbit, tempat, dan tahun penerbitan), hal. 90-95
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2. Penyetoran dan penarikan fasillitas pembiayaan.

3. Jangka waktu pembiayaan musyarakah.

4. Pembayaran kembali dan pembagian hasil.
Klausula-klausula ini harus ada dalam perjanjian pembiayaan musyarakah, apabila
tidak ada, maka perjanjian ini tidak dapat dilakukan. Selain itu, apabila klausula
tersebut tidak ada, maka batal demi hukum. Hal ini berkaitan dengan obyek
perjanjian, menurut pasal 1320 B.W. bahwa perjanjian yang tidak terpenuhinya
unsur obyek perjanjian, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Batal demi hukum, artinya bahwa dari sejak semula tidak pernah
dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pemah ada suatu perikatan. Sehingga tidak
ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Batal demi hukum bukan berarti
perjanjian itu tidak ada secara otomatis, melainkan harus mengajukan
permohonan pembatalan pada hakim dengan amar putusan membatalkan

perjanjian tersebut.

IL.2. KETENTUAN UMUM DAN KETENTUAN KHUSUS PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH

Pembiayaan musyarakah merupakan kegiatan usaha Bank Syariah dalam
melakukan penyaluran dana dan pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan
bagi hasil, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 28 Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syariah. Pembiayaan musyarakah melibatkan dua pihak atau

lebih yang secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik
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yang berwujud maupun tidak berwujud. Transaksi musyarakah ini, dilandasi
adanya keinginan para pihak untuk bekerjasama dalam pengembangan usaha
mereka.

Dari semua bentuk perjanjian musyarakah yang ada, maka dapat
disebutkan secara spesifik bentuk kontribusi dari para pihak yang bekerjasama
dengan berupa dana, barang perdagangan (frading asset), kewiraswastaan
(entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan
(equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goowill),
kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat
dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk
kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan
produk ini sangat fleksibe] 2

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut
Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola
bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan
kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal yang
dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan
tindakan seperti:

a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal
lainnya.

¢. Memberikan pinjaman kepada pihak lain.

2% Adiwarman Karim, Op. Cit., hal. 92
B Ibid,
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d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh

pihak lain.

e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:

® Menarik diri dari perserikatan
* Meninggal dunia
* Menjadi tidak cakap hukum

* Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus
diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai nisbah dalam kesepakatan,
sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

* Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam perjanjian. Setelah
proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang
telah disepakati untuk bank.

Ketentuan khusus pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :
a. Adanya modal, para pemilik modal mencampurkan modal mereka menjadi satu
kesatuan untuk proyek tertentu.
b. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha
yang dijalankan dalam proyek tersebut.
c. Proyek yang akan dijalankan harus halal.
d. Pembagian keuntungan diantara pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah

disepakati sebelumnya.
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Adapun manfaat dari pembiayaan musyarakah ini, diantaranya sebagai
berikut:*

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan
usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha
bank, sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha
nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-
benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil
dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabal/musyarakah ini berbeda dengan prinsip
bunga tetap di mana bank dapat menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu
jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan

sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

IL3. PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Bank Syariah merupakan mitra usaha akan berbagi kerugian dan
keuntungan. Tapi satu hal yang penting adalah dalam sistem perbankan syariah
kemungkinan rugi kecil, karena investasi yang sehat berupa pandangan bisnis

yang jeli dan pengalaman pengelolaan dana telah dimiliki Bank Syariah.

* Muhammad Syafi’l Antonio, Op.cit, hal. 93-94

. I'
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Dalam memberikan pembiayaan, Bank Syariah wajib mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang
diperjanjikan, sebagaimana hal ini telah dinyatakan dalam pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Perbankan. Sehingga sebelum memberikan suatu pembiayaan
kepada nasabahnya bank wajib melakukan analisa. Selanjutnya besar kecilnya
jumlah dana yang diberikan Bank Syariah melalui pembiayaan bergantung pada
hasil analisa tersebut. Selain itu, Bank Syariah wajib menempuh pembiayaan
dengan cara-cara yang tidak merugikan, baik kepentingan bank maupun nasabah,
sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang
Perbankan.

Pembiayaan bersifat “kausatis” artinya masing-masing nasabah yang ikut
serta dalam pembiayaan mempunyai permasalahan yang sangat spesifik berbeda
secara materiil antara satu nasabah dengan nasabah yang lain. Oleh karena itu,
perlu adanya pendekatan dan penanganan secara berbeda dan sangat
memperhatikan ciri-ciri khusus dari usahanya. Sebelum memberikan pembiayaan,
bank akan melakukan analisa terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi
pembiayaan. Analisa kelayakan usaha nasabah dikenal dengan prinsip 5C, yang
meliputi :

1. Charakter
Adanya kepercayaan dan keyakinan dari pihak bank bahwa nasabah
mempunyai moral, watak maupun sifat pribadi yang positif dan kooperatif

dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi
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sebagai manusia, anggota masyarakat maupun dalam menjalankan
kegiatannya. Hal ini penting untuk memperoleh persetujuan pembiayaan
karena apabila karakter orang tersebut jelek maka ada kemungkinan
kewajiban dalam pembiayaan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Misalnya :
nasabah pembiayaan seorang pejudi, maka dana yang diberikan pada nasabah
akan habis hanya untuk berjudi.

2. Capacity
Hal ini berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya,
mengendalikan, menguasai bidang usahanya serta kesunguhan. Selain itu,
bank akan melakukan penilaian terhadap prospek usaha tersebut ke masa
depan sehingga pembiayaan dapat berjalan baik.

3. Capital
Berkaitan dengan modal yang dimiliki nasabah, karena kemampuan modal
merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan dari luar.
Dalam hal ini, bank melakukan penyelidikan tidak hanya dilihat dari besar
kecilnya modal yang ditanam, melainkan penyebaran atau pendistribusian
modal di dalam alat-alat produksi sehingga modal yang tersedia bergerak
efektif.

4. Collateral
Adanya barang jaminan yang diserahkan nasabah kepada bank atas
pembiayaan yang telah diterimanya. Manfaat collateral ini sebagai alat
pengaman apabila usaha yang dibiayai tersebut gagal dan nasabah tidak

mampu melunasinya.
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3. Condition of economy
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang mempengaruhi
perekonomian suatu negara atau suatu daerah akan memberikan dampak yang
bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif terhadap perusahaan
yang memperoleh pembiayaan tersebut. Hal ini perlu diteliti oleh bank untuk
memperkecil resiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi.

Analisa kelayakan usaha ini dilakukan dengan tujuan menerapkan prinsip
kehati-hatian karena pembiayaan yang diberikan bank pada nasabahnya
mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga
dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Prinsip kehati-hatian telah
dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan jo pasal 2 (1) Peraturan
Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank
Syariah menyatakan bahwa penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif
wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan
Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah
maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutng, gard, surat berharga
syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen
dan kontijensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank
Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank
Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank

Syariah.
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Penjabaran prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan
adalah sebagai berikut :

- Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian dalam perbankan Indonesia.

- Pasal 8 tentang keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah
untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan
melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan
prospek usaha dari debitur.

- Pasal 11 tentang pemberian batas maksimum pemberian pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya, schingga
dapat berpengaruh dalam kesehatan bank.

- Pasal 29 ayat (3) tentang kewajiban bank dalam memberikan pembiayaan dan
melakukan usaha lainnya, pasal ini dimasukkan dalam prinsip kehati-hatian
agar bank menempuh cara-cara yang tidak merugikan nasabah.

- Pasal 49 ayat (2a) mengenai profesionalisme dan integritas pejabat bank
dalam menganalisa pembiayaan..

Selain 5C yang dikemukakan diatas, terdapat hal-hal lain yang harus
diperhatikan dalam melakukan analisa kelayakan usaha adalah jenis usaha, skala
usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan dan karakter transakasi dalam
sektor usaha yang akan dibiayai. Jenis usaha yang diberikan pembiayaan harus
merupakan usaha yang halal. Dan besarnya kebutuhan modal suatu usaha sangat
bergantung pada skala usaha yang dijalankan karena semakin besar skala usaha

yang dijalankan, maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Dalam
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karakter transaksi berkaitan dengan sistem pembayaran yang dilakukan para

pihak.

Bank Syariah memberikan jasa pembiayaan dengan berdasarkan pada

firma Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 :

“ Dan tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan tagwa.”

Sehingga perbuatan dan sikap yang menguntungkan ataupun melindungi

seseorang dari mara bahaya dengan niat yang baik, dipandang sebagai perbuatan

baik dan tagwa. Dengan demikian, proyek yang dibiayai dengan cara pembiayaan

musyarakah harus merupakan proyek dengan kegiatan yang halal (sesuai dengan

Al-Qur’an dan Hadist).

Skema proses pembiayaan :2’

Solisitas

l

Bagian Pembiayaan
(Account Officer)

Analisa Ekonomi

Analisa Proposal
Bagian Hukum
Analisa Yuridis
Analisa Jaminan
Taksasi Jaminan
Usulan Pembiayaan
(proposal)

# Warkum Sumitro, Op. Cif, hal, 280-281

l
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Panitia pembiayaan

l Tolak

Keputusan — > Nasabah

Setuju
4

Bagian Pembiayaan

Offering Letter

Nasabah

E
Administrasi Pembiayaan

Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Jaminan

Pengecekan Kelengkapan Persyaratan

y

Administrasi Pembiayaan

Dropping Pembiayaan
TTUN
SPRP

Surat Pengakuan Utang

A

Bagian Pembiayaan (A/O)

Monitoring
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Jasa pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada Bank Mu’amalat

Indonesia (BMI) adalah syirkah Uqud jenis Syirkah al-‘Inan, dengan tata cara

sebagai berikut :**

Bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek yang dianggap
feasible berdasarkan prinsip al-musyarakah (project financing
participation).

Dalam skema pembiayaan ini, BMI dengan nasabah atau nasabah-
nasabahnya menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai
dengan proporsi yang telah disepakati bersama.

Semua pihak termasuk bank mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam
manajemen perusahaan. Demikian juga semua pihak berhak untuk
menggugurkan hak tersebut.

Semua pihak melalui suatu negosiasi menyetujui nisbah pembiayaan
keuntungan usaha. Besarnya nisbah pembagian keuntungan ini tidak
semestinya harus sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-
masing (mungkin ada beberapa pihak yang memberikan managerial skill
tambahan).

Apabila terjadi kerugian di dalam usaha, maka masing-masing tidak

bertanggung jawab kecuali sebatas besar penyertaan modal.

| ? Warkum Sumitro, Op. Cit., hal. 96-97
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PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH BERMASALAH
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Dengan menyadari pentingnya kualitas aktiva produktif, maka pengurus
bank memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, mulai dari
persetujuan sampai dengan monitoring atas kualitas aktiva produktif. Monitoring
aktiva produktif dilakukan dengan cara selalu menilai kualitas aktiva produktif
berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus
| kas nasabah dan atau kemampuan membayar nasabah. Penilaian kualitas aktiva

produktif ini dilakukan secara bulanan.
% Penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan wajib
; dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dan pengurus Bank syariah wajib
| mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu dan

mengambil tindakan serta upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya

kegagalan dalam pembiayaan, agar kualitas aktiva produktif senantiasa dalam

keadaan lancar.

| Adapun kualifikasi terhadap kualitas pembiayaan musyarakah yang
| ditetapkan menjadi 4 golongan yaitu :

1. Lancar

2. Kurang lancar

1 3. Diragukan

| 4. Macet

\ Kualifikasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank

Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.

“ Penilaian terhadap kualitas pembiayaan dilakukan berdasarkan

i. kemampuan nasabah mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok
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selama jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah
dengan nasabah. Penilaian tersebut dapat pula mengacu pada pencapaian rasio
antara realisasi pendapatan (RP) dengan proyeksi pendapatan (PP). Proyeksi
pendapatan (PP) dihitung berdasarkan analisa kelayakan usaha nasabah selama
jangka waktu pembiayaan. Bank Syariah dapat mengubah proyeksi pendapatan
(PP) berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Perubahan proyeksi pendapatan
tersebut berkaitan dengan perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan/atau
politik yang mempengaruhi usaha nasabah.

Kualitas pembiayaan musyarakah yang ditetapkan menjadi 4 golongan
dengan kriterianya sebagai berikut :
1. Lancar

Prospek usaha :

Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik,

- Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi
perekonomian,

- Persaingan terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar,

- Manajemen sangat baik ( manajemen independen, berpengalaman dan
memiliki kemampuan ),

- Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung,

- Tenaga kerja yang memadai dan belum pemah tercatat mengalami

perselisihan atau permogokan.
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Kondisi keuangan :

- Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba,
dan

- Perolehan laba stabil,

- Permodalan kuat dengan jumlah utang yang lebih rendah dari modal,

- Likuiditas dan modal kerja kuat,

- Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban
pengembalian pembiayaan serta porsi bagi hasil tanpa dukungan sumber
dana tambahan, |

- Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing
relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai ( hedging ) secara baik.

Kemampuan membayar :

- Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan atau

- RP sama atau lebih dari 90% PP,

- Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan
akurat,

- Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Kurang Lancar
Prospek usaha :
- Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat terbatas atau tidak
mengalami pertumbuhan,

- Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian,
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- Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pilih
kembali jika melaksanakan strategis bisnis yang baru;

- Manajemen cukup baik ( manajemen independen, pengalaman, tapi kurang
memiliki pengalaman ),

- Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan
dampak yang memberatkan nasabah,

- Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawanpada
umumnya baik.

Kondisi keuangan :

- Perolehan laba lebih rendah dari target laba,

- Rasio utang terhadap modal cukup tinggi,

- Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas,

- Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memberikan
porsi bagi hasil dan atau sebagian angsuran pembayaran,

- Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing,

- Perpanjangan pembiayaan untuk menutupi kesulitan keuangan.

Kemampuan membayar :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari;
dan atau

- RPdi atas 30% PP sampai dengan 90% PP (30%PP<RP<90%),

- Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih
akurat,

- Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah,
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Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan yang tidak prinsipil,

- Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3. Diragukan

Prospek usaha :

Kegiatan usaha nasabah menurun,

Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian,
Persaingan usaha yang sangat ketat dan operasional perusahaan
mengalami permasalahan yang serius,

Manajemen kurang berpengalaman,

Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang
memberatkan nasabah,

Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat

menimbulkan keresahan.

Kondisi keuangan :

SKRIPSI

Perolehan laba sangat kecil atau negatif,

Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset,

Rasion utang terhadap modal sangat tinggi,

Likuiditas sangat rendah,

Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan mengembalikan
angsuran pembiayaan serta porsi bagi hasil,

Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing,
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Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh

tempo.

Kemampuan membayar :

Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaaan yang telah pelampaui
90 hari sampai dengan 180 hari; dan atau

RP <30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran,

Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan,
Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah,
Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok/utama dalam

pembiayaan.

4. Macet

Prospek usaha :

Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan untuk pulih dan
kemungkinan besar usaha akan berhenti,

Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun,
Manajemen yang sangat lemah,

Perusahaan afiliasi atau grup sangat mempengaruhi nasabah,

Terjadinya pemogokan tenaga kerja yang sangat sulit diatasi.

Kondisi keuangan :
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Mengalami kerugian yang besar,
Nasabah tidak mampu memenuhi semua kewajiban dan kegiatan usaha

tidak dapat dipertahankan,
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- Rasio utang terhadap modal sangat tinggi,

- Kesulitan likuiditas,

- Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup
biaya produksi,

- Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing,

- Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

Kemampuan membayar :

Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui
180 hari, dan atau
- RP<30% PP lebih dari 3 periode pembayaran,
- Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan,
- Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada.
Pembiayaan bermasalah dapat dilihat pada kualifikasi pembiayaan
dengan prinsip bagi hasil, yaitu pada golongan kurang lancar. Kriteria pembiayaan
musyarakah pada golongan kurang lancar sudah dapat dikatakan sebagai kriteria
pembiayaan bermasalah.
Selain itu, untuk mengetahui pembiayaan bermasalah, maka harus
meninjau pula collectibility-nya. Collectibility merupakan penggolongan tingkat
kelancaran pembayaran kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari

tunggakan. Penggolongan tersebut, sebagai berikut :

Jumlah hari tunggakan Collectibility
0 hari coll 1
1 - 90 hari coll 2

Ister Angelia
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91 — 180 hari coll 3

lebih 180 hari coll 4

Pembiayaan bermasalah terletak pada saat nasabah dalam kondisi
collectibility 2 (coll 2). Bagi bank dengan melakukap penggolongan seperti
tersebut diatas, Bank Syariah berkewajiban mempunyai dana cadangan untuk
menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pembiayaan.

Dana cadangan Bank Syariah diperoleh dari keuntungan-keuntungan
yang diperoleh bank. Tujuan membentuk dana cadangan adalah untuk
mengantisipasi kerugian yang mungkin muncul karena pemberian pembiayaan
selalu mengandung risiko serta untuk perlindungan bagi nasabah penyimpan dana.

Bank Syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva
produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko
kerugian. Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif ditetapkan
sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar dan tidak
termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
Sedangkan cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif ditetapkan
sebesar :

a. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan

b. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi
nilai agunan; dan

C. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi

nilai agunan; dan
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d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai
agunan.

Penilaian agunan untuk pembiayaan dapat dilakukan secara periodik oleh
penilai intern Bank Syariah. Penilaian terhadap agunan berupa surat berharga
dilakukan dengan cara menggunakan nilai pasar yang tercatat di pasar modal
syariah pada akhir bulan, agunan yang berupa tanah dan tempat tinggal dinilai
berdasarkan nilai pasar wajar. Begitu pula untuk agunan yang berupa gedung,
pesawat udara dan kapal laut dinilai berdasarkan nilai pasar wajar.

Dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, agunan
mempunyai peranan penting sebagai unsur pengurangan risiko kegagalan
pengembalian pembiayaan oleh nasabah ( credit risk exposure ). Pembentukan
penyisihan penghapusan aktiva produktif oleh Bank Syariah ini, selain untuk
menutup risiko kerugian dari pembiayaan juga untuk menjaga kelangsungan usaha

Bank Syariah dan untuk melindungj nasabah penyimpan dana.

IIL2. FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH

Pembiayaan dapat menjadi bermasalah jika nasabah terlambat dalam
pengembalian dana pembiayaan atau tidak mengembalikan dana pembiayan
setelah jangka waktu tertentu. Dalam pemberian pembiayaan selalu ada risiko,
terutama pada penerapan pembiayaan risikonya relatif tinggi. Hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor penyebab pembiayaan menjadi bermasalah, yaitu :
- Faktor menyangkut bank syariah itu sendiri,

- Faktor perekonomian secara makro,
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- Faktor menyangkut nasabah itu sendiri.

Faktor perekonomian secara makro dapat dikatakan sebagai faktor ekstern karena
tidak berada dalam lingkup para pihak dalam perjanjian. Sehingga secara garis
besar faktor penyebab pembiayaan menjadi bermasalah adalah faktor intern dan
faktor ekstern.

Dengan mengetahui faktor penyebab munculnya pembiayaan musyarakah
yang bermasalah ini, maka Bank Syariah dapat melakukan antisipasi terhadap
permasalahan yang kemungkinan muncul. Pemahaman faktor-faktor penyebab
pembiayaan musyarakah yang bermasalah akan mempermudah untuk menemukan
cara penyelesaian secara tepat. Untuk pemahaman perlu mengadakan identifikasi
secara jelas penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah. Faktor-
faktor penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah diuraikan sebagai berikut :

- Faktor Intern :
a. Menyangkut pihak Bank
1. Berkaitan dengan analisa pembiayaan.
Bank melakukan analia pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat.

Bank menggampangkan dan begitu saja percaya pada nasabahnya hingga

menimbulkan keteledoran dan kelalaian dalam melakukan analisa

pembiayaan.
2. Berkaitan dengan pengawasan pembiayaan.
Banyak pembiayaan yang pada dasarnya cukup sehat, tetapi karena

kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh bank, maka dapat terjadi
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! penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada pembiayaan menjadi

bermasalah.

3. Berkaitan dengan ketidak mampuan dalam menyeleksi risiko.

I Pembiayan bermasalah ini dapat timbul karena para pejabat bank tidak

dapat mengukur besarnya risiko yang ada dalam pemberian pembiayaan.

Karena tidak mengetahui tingkat risiko yang mungkin terjadi, maka bank

tidak lagi waspada dalam mengadakan pengelolaan pembiayaan.

“ 4. Berkaitan dengan pemberian pembiayaan yang melampaui batas.

} Pembiayaan yang besarnya melampaui batas kemampuan dari nasabah

]i untuk melunasi, akan mengakibatkan kesulitan dalam pencapaian target

| usaha yang akhirnya mengakibatkan nasabah tidak dapat mengembalikan

l dana pembiayaan. Pemberian pembiayaan yang melampaui batas
kemampuan nasabah ini disebut overlending.

| 5. Berkaitan dengan sumber daya manusia.

| Hal ini biasanya berkaitan dengan kurang pengalaman bank dalam

’ menganalisa pembiayaan serta kurangnya sumber daya manusia. Adanya
kelemahan sumber daya manusia ini dapat pula mengakibatkan bank

tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal terhadap pembiayaan

yang telah diberikan pada nasabahnya, sechingga menimbulkan

pembiayaan bermasalah. Serta adanya kelemahan teknis dalam

mengelola pembiayaan oleh pejabat bank, hingga menimbulkan

kesalahan pengelolaan pembiayaan tersebut.
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6. Berkaitan dengan ambisi bank dalam mengejar aset.

Dalam hal ini, bank terlalu banyak memberikan pembiayaan pada para
nasabahnya hingga bank melakukan kecerobohan. Bank dengan
mudahnya memberikan pembiayaan pada para nasabahnya, sehingga
Jjumlah pembiayaan yang diberikan pada nasabahnya sangat banyak. Hal
ini disebabkan bank mempunyai ambisi untuk mengejar aset dan bank
kurang berhati-hati.

7. Berkaitan dengan adanya kolusi antara bank dengan nasabahnya.

Dengan adanya kolusi antara pejabat bank dengan nasabah bank dapat
membawa kerugian bagi bank itu sendiri. Sehingga perolehan untuk bank
atas proyek tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, yang seharusnya
diperoleh bank menjadi lebih sedikit dari keuntungan nyata yang ada.

8. Berkaitan dengan kurangnya dokumentasi dan pengikatan agunan lemah.
Bank tidak memiliki dokumentasi yang lengkap berkaitan dengan
pembiayaan musyarakah. Selain itu, dapat pula disebabkan oleh
pengikatan agunannya lemah.

b. Menyangkut pihak nasabah

1. Side streaming, nasabah menyalahgunakan dana tersebut yaitu
menggunakan dan tersebut bukan seperti yang disebut dalam akad.

2. Nasabah kurang berpengalaman dalam mengelola usaha, bisa jadi
manajemennya sangat lemah atau kurang berpengalaman atau

manajemennya cukup baik, tapi kurang memiliki kemampuan.
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. Hubungan nasabah dengan perusahaan alifiasi atau grup memberikan

dampak yang memberatkan nasabah.

. Bila nasabahnya tidak jujur dapat terjadi penyembunyian keuntungan

oleh nasabah.

. Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara tidak teratur.

. Adanya pelanggaran yang dilakukan nasabah terhadap persyaratan

pembiayaan baik yang tidak prinsipiil maupun yang prinsipiil.

Faktor Ekstemn :

a. Adanya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kondisi

pembiayaan musyarakah. Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan
kenaikan harga bensin, hal ini berdampak pada perusahaan yaitu biaya
yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih banyak. Sehingga harga
produk yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih mahal, sedangkan
pendapatan masyarakat tetap. Tentunya hal ini mengurangi pendapatan

perusahaan.

. Kondisi perekonomian yang buruk. Misalnya pada tahun 1998 terjadinya

krisis moneter yang membuat pemerintah untuk mengeluarkan suatu
kebijakan untuk melikuidasi beberapa bank yang dinilai tidak sehat.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan kondisi

perekonomian agar tidak terpuruk. Selain itu banyak pula perusahaan

yang pailit.

¢. Adanya bencana alam yang membawa kerugian bagi usaha tersebut.
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Karena pembiayaan dapat dipengaruhi oleh faktor intern maupuun faktor
ekstern, maka dalam melaksanakan kegiatan operasional, Bank Syariah diawasi
secara ketat sebagaimana juga pengawasan terhadap bank-bank lainnya. Bank
Syariah mendapat pengawasan karena Bank Syariah sebagai suatu lembaga yang
mengelola dana masyarakat. Untuk Bank Syariah berlaku sistem pengawasan
rangkap ( two tier ), yaitu sebagai berikut =
1. Pengawasan Umum

Yang dimaksud dengan pengawasan umum adalah suatu pengawasan seperti
yang berlaku juga pada bank-bank umum. Dalam hal ini Bank Indonesia akan
bertindak sebagai pengawas utama, di samping pengawasan-pengawasan lain
seperti pengawasan internal oleh dewan komisaris bank.
2. Pengawasan Syariah

Selain dari pengawasan umum tersebut di atas, maka berlaku juga apa yang
disebut dengan pengawasan syariah. Pengawasan ini dimaksudkan agar
pemilihan dan pelaksanaan dari produk-produk Bank syariah tidak menggar
syariah (hukum Islam). Untuk dapat dilaksanakan pengawasan syariat tersebut,
maka ada kewajiban bagi setiap Bank Syariah untuk membentuk suatu lembaga
khusus yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah ini dibentuk dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut 30

a. Keberadaannya bersifat keharusan.

z: Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, 1999, hal 173-174
Ibid.
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Tujuannya adalah agar produk dan pelaksanaan dari bank berdasarkan
syariah selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang
bersangkutan setelah berkonsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah
para ulama Indonesia ( Majelis Ulama Indonesia ).

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah harus selalu
berkonsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia
tersebut.

Kedudukan Dewan Syariah bersifat independen dan terpisah dengan bank
yang bersangkutan, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional
bank tersebut.

Anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah harys memiliki pengetahuan

yang luas dan mendalam mengenai syariat.

WANPRESTASI

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.

Sehingga wanprestasi adalah cidera janji. Dalam hal ini, jika nasabah tidak

~ melakukan sesuatu yang telah dijanjikannya dengan Bank Syari’ah, maka dapat

dikatakan bahwa nasabah telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi (cidera janji) nasabah dapat berupa empat macam, yaitu :*!

a. tidak melakukan sesuatu yang disanggupi akan dilakukan;
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b. melaksanakan sesuatu yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya;

¢. melakukan sesuatu yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi yang telah dilakukan oleh nasabah dapat diancam beberapa sanksi

atau hukuman.

Sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan pada nasabah yang lalai
adalah sebagai berikut 2
Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh bank atau dengan singkat

dinamakan ganti rugi;
Kedua . pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
Ketiga  : peralihan risiko;
Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan
pengadilan.

Sanksi pertama adalah ganti rugi. Ganti rugi sering diperinci dalam tiga
unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga. Biaya merupakan segala pengeluaran yang
nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian
karena kerusakan barang-barang kepunyaan bank akibat kelalaian nasabah. Dan
bunga merupakan kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya
diperoleh. Karena bunga dalam hukum Islam sama dengan riba dan hukumnya
haram, maka dalam menuntut ganti rugi, Bank Syariah tidak mencantumkan

bunga sebagai unsur ganti rugi karena bertentangan dengan syariah. Bank Syariah

32 Ibid.
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hanya menuntut pembayaran biaya dan rugi yang benar-benar terjadi akibat
perbuatan nasabah.

Dalam penuntutan ganti rugi, Undang-Undang telah memberikan
pembatasan agar bank tidak sewenang-wenang dalam menuntut jumlah ganti rugi.
Nasabah dalam pelaksanaan perjanjian juga dilindungi pasal 1338 ayat (3) B.W.
mengenai itikad baik. Pembatasan tersebut ada dalam pasal 1247, pasal 1248 dan
pasal 1250 B.W. yang bertujuan membatasi ganti rugi yang dapat dituntut
terhadap seorang nasabah yang lalai. Ganti rugi akan diberikan, apabila hanya
meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari
wanprestasi, ada hubungan sebab akibat. Hal ini menerapkan teori adequate yaitu
merupakan akibat langsung dari suatu peristiwa yang menurut pengalaman dalam
masyarakat dapat diduga akan terjadi.

Sanksi kedua berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian
bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian
diadakan. Pembatalan perjanjian berlaku surut sampai detik dilahirkannya
perjanjian itu, sehingga sesuatu yang sudah terlanjur diterima harus dikembalikan.

Pembatalan perjanjian harus diminta kepada hakim, meskipun dalam
perjanjian terdapat klausula bahwa apabila nasabah lalai, maka perjanjian ini akan
batal. Batalnya suatu perjanjian tidak dapat terjadi secara otomatis pada saat
nasabah lalai. Bukan kelalaian nasabah yang membatalkan perjanjian, tetapi
putusan hakim. Putusan hakim ini tidak bersifat declaratoir, tetapi constitutif yaitu
dengan amar putusan membatalkan perjanjian itu. Batalnya perjanjian secara

otomatis tidak sesuai dengan pasal 1266 ayat (4) B.W. bahwa hakim dapat
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memberikan jangka waktu kepada nasabah untuk masih memenuhi kewajibannya.
Jangka waktu ini dikenal dengan nama “ferme de grace” (pengampunan).

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga, telah disebutkan dalam pasal 1237
ayat (2) B.W. Yang dimaksudkan dengan risiko adalah kewajiban untuk memikul
kerugian jika terjadi suatu peristiwa di Iuar kesalahan salah satu pihak, yang
menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.3 g

Pembayaran biaya perkara merupakan sanksi keempat. Dalam pasal 181
ayat (1) HIR. yang pada intinya menyatakan bahwa pihak yang kalah
dipersidangan, maka diwajibkan membayar biaya perkara. Sehingga apabila
nasabah yang lalai dapat dikalahkan dipersidangan, maka nasabah tersebut wajib
membayar biaya perkara.

Sebelum terjadi penuntutan, Bank dapat memberikan peringatan kepada
nasabah yang lalai, sebagaimana telah diberi petunjuk dalam pasal 1238 B.W.
yang menyatakan :

“Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah

akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini

menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya
waktu yang ditentukan”.

Yang dimaksud dengan surat perintah adalah peﬁngatm resmi dari

jurusita pengadilan. Sedangkan akta sejenis adalah peringatan tertulis. Meskipun

peringatan dapat dilakukan secara lisan, tetapi seyogianya dilakukan secara tertulis

agar nanti di depan hakim tidak mudah dipungkiri oleh nasabah. Apabila telah

diberikan peringatan dan nasabah tidak menghiraukan, maka bank dapat

melakukan tuntutan.

3 Ibid, hal. 52
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Bank dapat memilih tuntutan-tuntutan sebagai berikut :
a. pemenuhan perjanjian,
b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
c. ganti rugi saja;

d. pembatalan perjanjian,

o

pembatalan disertai ganti rugi.

Perlu diperingatkan supaya jangan menganggap pemenuhan perjanjian sebagai
suatu sanksi atas kelalaian, sebab hal itu memang sudah dari semula menjadi
kesanggupan nasabah. Oleh karena itu, sebaiknya tuntutan pemenuhan saja tidak
perlu dilakukan. Bila ingin menuntut pemenuhan, sebaiknya disertai dengan ganti

rugi.

1.3.1. Penyebab Wanprestasi
Dalam perjanjian pembiayaan, pada umumnya wanprestasi disebutkan
sebagai kelalaian dari pihak nasabah karena pihak bank yang memberikan modal,
sedang yang menggunakan adalah nasabah. Selain itu, bank dalam memberikan
pembiayaan sangat mempengaruhi reputasi dan kesehatan bank tersebut.
Beberapa hal yang mengakibatkan wanprestasi dapat terjadi adalah
apabila nasabah H

a. Tidak Membayar

3 Drafi Perjanjian Fasillitas Pembiayaan Secara Musyarakah, Bank Muamalat Indonesia, 2002.
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Nasabah lalai atau tidak membayar jumlah kewajiban pembayaran
kewajibannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah jatuh tempo dan
wajib dibayar pada bank.

b. Pernyataan Tidak Benar
Pernyataan yang dibuat oleh pejabat nasabah yang berwenang dalam
perjanjian ini dan dokumen transaksi, terbukti tidak betul dan menyesatkan.

¢. Tidak Melaksanakan Kewajiban
Nasabah tidak mematuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini atau
nasabah lalai melaksanakan atau mematuhi syarat-syarat atau kewajiban-
kewajiban lain dalam perjanjian ini atau dokumen transaksi.

d. Melanggar Pembatasan
Nasabah melanggar larangan yang telah disepakati untuk tidak dilakukan.
Misalnya : nasabah dilarang untuk tidak akan menjual, menjaminkan,
membebankan pembiayaan musyarakah dan dokumen atau perjanjian lain
sehubungan dengannya.

Bila dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi, maka nasabah yang
tidak melaksanakan kewajiban dapat dinyatakan bahwa nasabah tersebut tidak
melakukan sesuatu yang disanggupi akan dilakukannya. Bila nasabah tidak
membayar sesuai dengan jadwal pembayaran tetapi kemudian membayarnya,
maka nasabah melakukan sesuatu yang dijanjikannya tetapi terlambat. Dan bila
nasabah memberikan pernyataan tidak benar, maka dapat dikatakan bahwa

nasabah telah melaksanakan sesuatu yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
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dijanjikannya. Bila nasabah melanggar pembatasan perjanjian, maka nasabah

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

1.3.2. Upaya Penyelesaian terhadap Wanprestasi
Apabila terjadi salah satu cidera janji atau wanprestasi oleh nasabah,
maka pada umumnya Bank Syari’ah dalam perjanjian musyarakah memberikan
pernyataan bahwa :*°

a. Bank Syariah berhak dengan pemberitahuan tertulis kepada nasabah
menyatakan bahwa seluruh fasilitas pembiayaan musyarakah yang
terhutang dan semua jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan
perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, atau tanpa
pembaritahuan lebih lanjut dan tanpa diperlukan adanya putusan
pengadilan dan komitmen dibatalkan terhitung sejak tanggal
pemberitahuan tersebut.

b. Bank Syariah berhak melakukan segala upaya hukum untuk melaksanakan
hak Bank Syariah dalam perjanjian ini dan dokumen transaksi dan
mengambil pelunasan atas fasilitas pembiayaan musyarakah dan biaya-
biaya yang harus dibayar nasabah berdasarkan dokumen transaksi dari
eksekusi perjanjian jaminan. Berkenaan dengan pemutusan perjanjian ini,
nasabah dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal

1280 B.W. yaitu mengenai tanggung renteng pasif.

3 Draft Perjanjian Fasillitas Pembiayaan Secara Musyarakah, Bank Muamalat Indonesia, 2002.
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Tanggung renteng pasif ini berkaitan dengan penuntutan keseluruhan
oleh salah satu pihak akibat adanya kewajiban melakukan sesuatu hal yang sama.
Hal ini perlu disimpangi agar nasabah hanya mengembalikan dana Bank Syari’ah
sebesar yang telah disepakati dan bukan keseluruhan dari modal perusahaan.

Bank dapat memberikan peringatan kepada nasabah yang lalai agar
nasabah secepatnya memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam pasal
1238 B.W. Peringatan yang dilakukan bank berupa peringatan tertulis agar nanti di
depan hakim tidak mudah dipungkiri oleh nasabah. Apabila telah diberikan
peringatan dan nasabah tidak menghiraukan, maka bank berhak melakukan segala
upaya hukum untuk melaksanakan hak Bank.

Pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Bank Syariah mengandung
risiko, sehingga untuk mengurangi risiko tersebut, Bank Syariah melakukan
analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi, sebagaiman ketentuan ini sesuai dengan pasal 8 Undang-
Undang Perbankan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut jaminan merupakan
salah satu unsur analisa pemberian pembiayaan. Dengan adanya perjanjian jaminan
yang merupakan perjanjian accessoir (pelengkap), maka apabila terjadi
wanprestasi, bank dapat memperoleh pelunasan atas fasilitas pembiayaan
musyarakah dan biaya-biaya yang harus dibayar nasabah berdasarkan dokumen
transaksi dari eksekusi perjanjian jaminan tersebut.

Pada dasarnya suatu perjanjian tidak harus disertai dengan perjanjian

jaminan karena orang yang berutang berarti orang tersebut mempertaruhkan segala

harta kekayaannya untuk menjadi tanggungan dalam segala perikatan,
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sebagaimana dalam pasal 1131 B.W. Tetapi bila tidak ada perjanjian jaminan,
maka Bank Syariah tidak dapat melakukan eksekusi jaminan karena tidak
mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Oleh karena itu, perjanjian
jaminan sangat penting bagi Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan, agar
Bank Syariah mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan dengan melakukan
eksekusi jaminan guna memperoleh pelunasan atas fasilitas pembiayaan
musyarakah.

Sebelum Bank Syariah menyetujui untuk memberikan fasilitas
pembiayaan, Bank Syariah melakukan analisa kelayakan usaha nasabah yang
dikenal dengan prinsip 5C terlebih dahulu. Dalam analisa tersebut mencantumkan
jaminan sebagai salah satu unsur analisa, hal ini dimaksudkan sebagai alat
pengaman apabila terjadi kegagalan dalam proyek yang diberikan fasilitas
pembiayaan musyarakah.

Dalam hal ini, Al-Qur’an memberikan pedoman surat Al-Baqarah ayat

283:

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang...”

IIL.4. UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERMASALAH
4.4.1 Restrukturisasi
Bank Syariah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam

menunjang Kkegiatan perekonomian nasional. Dengan memburuknya kondisi
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perbankan nasional akan mempersulit perekonomian nasional. Oleh karena itu
pemerintah memandang perlu untuk menghindari resiko kerugian, maka Bank
Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Bank Syariah
mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi memerlukan permodalan yang
cukup. Hal ini berguna untuk memberikan perlindungan pada nasabah bank dan
menjaga kesehatan bank.

Salah satu upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan musyarakah,
Bank Syariah hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan musyarakah
atas nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan itikad baik.
Itikad baik ini dapat terlihat dengan adanya kemauan dari nasabah untuk diajak
musyawarah oleh pihak bank. Restrukturisasi pembiayaan musyarakah ini dapat
dilakukan terhadap nasabah yang telah diperkiraan oleh bank akan mengalami
kesulitan pembayaran pokok pembiayaan dan/atau bagi hasil. Karena
pembiayaan musyarakah yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis
berdasarkan prospek usaha dan kemampuan membayar nasabah. Analisis
tersebut dilakukan oleh konsultan atau tenaga ahlil yang independen yang
memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.

Dalam ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor:
2/15/PB1/2000 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor: 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi
Kredit, terdapat beberapa upaya bank agar nasabah dapat memenuhi
kewajibannya kepada Bank antara lain:

a. penurunan imbalan atau bagi hasil;
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b. pengurangan tunggakan atau bagi hasil;

c. pengurangan tunggakan pokok atau pembiayaan;

d. perpanjangan jangka waktu pembiayaan;

e. penambahan fasilitas pembiayaan,

f. pengambilalihan aset nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan nasabah.
Upaya-upaya tersebut diatas bersifat alternatif dan acak. Sehingga pihak bank
dapat melakukan pilihan upaya yang tepat untuk menyelamatkan usaha nasabah.
Restrukturisasi dilakukan oleh bank untuk meringankan kedua belah pihak,
sebagaimana diatur dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 280 :

“Dan jika orang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau

semua hutang itu) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 286 :
“Yllah  tidak membebani seseorang melainkan sesuai  dengan
kesanggupannya. Is mendapat pahala atas kebajikan yang diusahakannya
dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.”

Bank Syariah wajib membuat kebijakan restrukturisasi pembiayaan
musyarakah secara tertulis dan wajib disetujui oleh komisaris atau Badan
Pengawas Bank. Direksi bank wajib terlibat langsung dalam perumusan kebijakan
restrukturisasi pembiayaan musyarakah. Komisaris atau Badan Pengawas Bank
wajib mengikuti secara seksama pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan
musyarakah.

Bank Syariah melakukan analisis, kesimpulan dan rekomendasi dalam

melakukan penyesuaian pembiayaan seperti penurunan bagi hasil, pengurangan

Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia



SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 73

tunggakan pokok dan/atau bagi hasil, perubahan jangka waktu, dan penambahan
fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prospek
usaha dan kemampuan membayar nasabah, sehingga nasabah dapat memenuhi
kewajiban membayar angsuran pokok dan bagi hasil.

Apabila restrukturisasi dilakukan dengan cara penambahan fasilitas
pembiayaan seperti pemberian tambahan pembiayaan, maka tambahan
pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau bagi
hasil. Bank Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan musyarakah
dalam bentuk penyertaan modal. Penyertaan hanya dilakukan untuk kualitas
pembiayaan musyarakah yang kurang lancar atau diragukan atau macet.
Penyertaan wajib ditarik kembali dan dihapus bukukan dari neraca bank, apabila
telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun. Penghapusbukukan ini hanya bersifat
administratif, sementara kewajiban nasabah tetap tertagih. Selain itu, apabila
perusahaan nasabah yang telah menjadi tempat penyertaan telah memperoleh laba
bersih selama 2 (dua) tahun buku berturut-turut, maka penyertaan modal wajib
ditarik kembali. Adapun ketentuan dalam pasal 7 huruf ¢ Undang-Undang
Perbankan mengenai penyertaan modal sementara yang menyatakan :

“Bank umum dapat pula melakukan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasar Prinsip Syariah
dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Penggolongan kualitas pembiayaan musyarakah setelah dilakukan
restrukturisasi, diharapkan menjadi kurang lancar untuk pembiayaan musyarakah
yang sebelumnya tergolong diragukan atau macet. Untuk pembiayaan musyarakah

yang kurang lancar diharapkan menjadi lancar setelah dilakukan restrukturisasi.
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1.4.2. Arbitrase

Salah satu ketentuan yang dianggap merupakan sumber pokok dapat
dilaksanakannya arbitrase sebelum berlakunya Undang-Undang no.30 Tahun
1999 adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 337 Reglemen Indonesia yang
diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1927,44) atau
pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
(Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927;227). Kedua ketentuan dasar
tersebut, dianggap menjadi sumber dari berlakunya ketentuan arbitrase yang
diatur kelembagaannya secara cukup lengkap dalam ketentuan pasal 615 sampai
dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering,
Staatblad 1847;52) bagi seluruh golongan penduduk Hindia Belanda waktu iu.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang no.30 Tahun 1999 maka keseluruhan
tersebut diatas tidak berlaku lagi.*

Subekti berpendapat bahwa arbitrase adalah pemutusan suatu
persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak
yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan dalam prakteknya disebut juga
dengan perwasitan. Dalam pasal 1 Undang-Undang no.30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian arbitrase
adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak

yang bersengketa. Terdapat 3 hal yang dapat dikemukakan dari pengertian

tersebut, yaitu:

3 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengket, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
hal.97
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1. arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;

2. perjanjian arbitrase harus dibuat dalaqm bentuk tertulis;

3. perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan

sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Pada perjanjian pembiayaan musyarakah di bank syariah mengatur mengenai
ketentuan arbitrase dengan memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional yang telah
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, misal perjanjian pembiayaan musyarakah
pada Bank Muamalat Indonesia.

Perdamaian dalam syariah dianjurkan karena dengan perdamaian akan
terhindar dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus
permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Sesuai
dengan Q.S. Al Hujurat ayat 9 :

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah
Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah allah), maka
damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-oranmg yang berlaku adil.”
Q.S. An Nisaa’ ayat 114 :

“ Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali
bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah,
atau berbuat ma 'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan

barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah,
maka kelak Kami memberi pahala yang besar.
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Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase tidak bertentangan

dengan syariah. Dan Arbitrase Muamalat Indonesia memiliki keunggulan-

keunggulan dibandingkan dengan arbitrase lainnya. Keunggulan Arbitrase

Muamalat Indonesia itu adalah:’’

1. Arbitrase Islam memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena

penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.

. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada arbiter, karena

ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya (expertise).

. Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang

berbelit-belit serta dengan biaya yang murah, karena terdapat putusan

arbitrase.

. Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela

kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga
secara sukarela akan melaksanakan keputusan arbiter sebagai konsekuensi

atas kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji harus ditepati.

. Di dalam proses arbitrase pada hakikatnya terkandung perdamaian dan

musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan

keinginan nurani setiap orang.

. Khusus untuk kepentingan Muamalat Indonesia dan transaksi melalui Bank

Muamalat Indonesia maupun BPR Islam Arbitrase Muamalat akan

memberikan peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman

37 Warkum Sumitro, Op. Cif, hal.157-158
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penyelesaian perkara karena di dalam setiap kontrak terdapat klausula
diberlakukannya penyelesaian melalui BAMUL

Sebagaimana sesuai dengan pasal 5 jo penjelasan pasal 66 huruf b
Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase merupakan sengketa
dibidang perdagangan yang kegiatannya meliputi : perniagaan, perbankan,
keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual. Putusan
arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para
pihak, sebagaimana sesuai dengan pasal 60 UU Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase yang merupakan putusan final,
mempunyai arti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi,
atau peninjauan kembali. Terhadap putusan arbitrase, para pihak wajib
melaksanakannya dengan sukarela.

Apabila telah disepakati untuk melakukan upaya penyelesaian secara
arbitrase, maka untuk selanjutnya tidak dapat ditempuh dengan penyelesaian
melalui Pengadilan Negeri karena berdasarkan pasal 3 jo pasal 11 UU Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada intinya menyatakan bahwa arbitrase
mempunyai kompetensi absolut dan menghapus kewenangan Pengadilan Neger],
sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili para pihak yang
telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Tetapi dalam hal para pihak tidak

melaksanakan keputusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dapat
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dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan
salah satu pihak yang bersengketa.

Namun, terhadap putusan arbitrase dimungkinkan untuk dimintakan
pembatalan. Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat
diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan tingkat
pertama dan terakhir. Putusan arbitrase yang dapat diajukan pembatalan karena
diduga putusan tersebut mengandung unsur-unsur yang sesuai dalam ketentuan
pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,
yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa.

1.4.3. Peradilan Umum
Bila terjadi sengketa menyangkut perbankan syariah, maka dapat
diselesaikan melalui Peradilan Umum dan bukan Peradilan Agama. Kewenangan
Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya disebut UU Peradilan

Agama menyatakan bahwa :
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Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan;
b. Kewarisan;, Wasiat; dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
¢. Wagqaf dan Shadaqoh
Sedangkan Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum yang selanjutnya disebut UU Peradilan Umum,
disebutkan bahwa :

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Ditinjau dari kewenangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
kewenangan Pengadilan Agama dibatasi untuk hal-hal tertentu dan orang-orang
tertentu. Pengertian orang dalam kewenangan tersebut tidak dapat diartikan
melalui intepretasi analogi sebagai “badan hukum”, karema dipersyaratkan
beragama Islam. Badan hukum, termasuk Bank Syariah secara hukum tidak
“beragama islam”, meskipun mungkin menjalankan kaidah syariah. Dengan
demikian, sengketa yang bersangkutan dengan Perbankan Syariah tidak termasuk
kewenangan dari Pengadilan Agama.

Syariah adalah segala yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW berbentuk wahyu yang terdapat dalam Al Qur’an dan Sunnah.
Maksudnya, segala tuntunan yang diberikan Allah SWT dan Rasul-Nya melalui
perkataan, perbuatan dan fakrir (ketetapan). Tuntunan itu menyangkut baik
hubungan yang berkaitan dengan masalah akidah, maupun hukum perseorangan,

hubungan manusia dengan khalik, hubungan manusia dengan sesamanya.’® Secara

38 Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 345-346
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garis besar, tuntutan itu menyangkut hubungan manusia dengan Allah
(habluminallah) dan hubungan sesama manusia (hablumminannas) atau lebih
dikenal dengan muamalah. Muamalah dalam istilah hukum lebih dikenal dengan
perdata.

Kaidah dasar muamalah adalah segala sesuatunya boleh, kebolehan
melakukan semua hubungan perdata (sebagai hubungan muamalah) sepanjang
hubungan itu tidak dilarang oleh Al Qur’an dan Al Hadist. Ini berarti bahwa Islam
memberikan kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk
mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Allah memudahkan dan tidak
menyempitkan kehidupan manusia seperti yang dinyatakan-Nya dalam Al Qur’an
surat Al Baqarah ayat 185 dan 286. Dalam hubungan perdata/muamalah apa pun
juga dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta
berfaedah bagi kehidupan manusia pribadi dan masyarakat. Sehingga kegiatan
Perbankan Syariah yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian, baik dalam
bentuk perjanjian musyarakah, mudarabah, ataupun bentuk-bentuk yang lain.
Tindakan membuat perjanjian tersebut termasuk muamalah, maka dari itu segala
sesuatunya diperbolehkan, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah, termasuk
penggunaan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara
Perdata.

Perkara perdata atau muamalah merupakan kewenangan dari Pengadilan
Umum. Oleh karena itu, sengketa yang menyangkut Perbankan Syariah menurut

hukum merupakan kewenangan Pengadilan Umum, dan hal tersebut
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diperbolehkan oleh kaidah syariah muamalah. Tetapi ada yang perlu diperhatikan,
apabila dalam perjanjian dibuat klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui
Arbriter, maka penyelesaiannya harus melalui proses Arbitrase dengan mengacu

pada ketentuan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
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BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

I. Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabahnya dalam
pembiayaan musyarakah dengan prinsip bagi hasil adalah hubungan sebagai
mitra usaha. Karena bank syariah dengan nasabahnya, masing-masing
menyetorkan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai dengan
kesepakatan. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk mengelola
proyek (usaha) yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian
keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui
dalam akad. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan
ditanggung bersama sesuai dengan prosentase penyetoran modal masing-
masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan musyarakah
menerapkan prinsip profit and loss sharing.

2. Pembiayaan musyarakah yang tergolong bermasalah adalah pembiayaan
musyarakah yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan
macet berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PB1/2003, tanggal
19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.
Pembiayaan musyarakah bermasalah dapat disebabkan oleh faktor intern

maupun faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang menyangkut bank
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syariah maupun nasabah itu sendiri, sedangkan faktor ekstern yaitu
mengenai faktor perekonomian secara makro. Upaya penyelesaian yang
dilakukan oleh Bank Syariah terhadap pembiayaan musyarakah bermasalah
yakni dengan cara melalui restrukturisasi dan/atau lembaga arbitrase atau

Pengadilan Umum.

Saran

Pembiayaan musyarakah belum begitu banyak diterapkan oleh Bank
Syariah di seluruh dunia, biasanya hanya pada bank-bank syari’ah yang
sudah mempunyai pengalaman. Karena dalam pembiayaan ini, masing-
masing para pihak menyetorkan modalnya untuk menggelola perusahaan
dan para pihak dapat ikut serta dalam memanajemen perusahaan tersebut.
Bank sebagai pihak dalam perjanjian musyarakah ini, tentunya mempunyai
aktivitas yang tidak sedikit serta memerlukan karyawan yang selalu berada
di bank untuk memberikan pelayanan. Sehingga ketentuan untuk ikut serta
dalam memanajemen perusahaan tersebut harus merupakan suatu hak dari
para pihak dan para pihak mempunyai hak untuk mengugurkan hak itu
(menguasakan). Selain itu, untuk mempermudah pembentukan perjanjian
maka perlu dibuat penyeragaman perjanjian pembiayaan musyarakah di
bank syariah.

Islam lebih menyenangi penyelesaian dengan cara damai dan adil. Oleh
karena itu, sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian

pembiayaan musyarakah dapat diselesaikan dengan cara damai dan akan
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diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
(BAMUI). Sehingga perlunya pengaturan klausul tentang arbitrase pada
setiap perjanjian pembiayaan musyarakah di Bank Syariah. BAMUI

merupakan lembaga arbitrase yang berdasarkan syariah sesuai dengan

prinsip Islam.

Ister Angelia
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petentuan yang termaktub  di dalam Fasal 4.1

Per janjian LRI o e o e e e e e e

= Hari Kerja :=—~—“~~~~*—~—~-~~—~——~———ﬂ—————ff——+4——-
Oerarti hari dimana Dank:~Rank di Jakarta dibuka un
menjalankan kegiatan vwsahanya dan melaksana

transaksi kliring-————~*—"“-'“‘“‘"’**"—‘—'—“;—‘f*

——
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Berarti rekening yang dibuka aleh Para Pihak i

kantor EANIT  MUAMALAT  untul héoerluan Fa;iiﬁfé
' ' Fembiayaan Muasyaralah dao wsrnaopong ju#lah ewa iiba

NASARAH bherdasavian oy ianjian dng o=-—- |
= Tanggal FPengaunaan Mazilitas o0 emamend

Ftevy i 0 tareaoal W mernpaban s

ar]

diueul kan Vdan dJia il ar bl NAQAEAH untuk:.meiékdk?

penacikan eehagaimana Levnvala dalam SEFEP S berdasark:

Embtentuan e janjian o ooe s e

Judu = judul  yang ada delan Terjanjian ini dibuat i unt

kEeocdahan dalam  membaca  Perjanjian ini dan Y tid
dimalksudbar untul  jlut meoentukan  penafsiran.’ at

Farjanjian ini.wseeccses o o e S e ————————

Acuan  terhadap  Fasal  dan Lampiran merupakan

terhadap Pasal dan Laspiran dalam Ferjanjian ini}kécUa
bila dinyatakan lain, == e e e e e e

Istilah “"hari", “"bulan" atau ."tahun" dalam Ferjanji

ini berarti bari, bulan atauw tahu takwim, kecuali
secara tmgasm dinyatakan lain.=—————————meeceeee—ao
o e B L8 B S o e o S i e o 5 S S s S G S A Pasal 2 -————-———-———————.——..—.—._——.—

mememne e FAGSTLITAS FEMBIAYARN SECARA MUSYARAKAH

7.1. Penggunaan Fasilitas Pembiayaan.—-—~~————f—{—4——-

Fara Fihak setuju bahwa pembiayaan 'fseo

musyarakah yanag akan dijalankan untuk mempero

keuntungan dan manfaat bagl Fara Fihak :"a
perngelolaan Rarana Modal zepanjang ﬁTﬁﬁi

bertentangan dengan ketentuan syariah dan peratu
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.

PV Jika karena suatu  peraturan yang berlaku - a
i, T -

— 5 -

dal.
b L)
o R

Perubahan Peraturan "Yang Berlaku TerhaﬂépﬂiB

MUAMAL AT L = m o m e e

karena larangan ateu kebijaksanaan dari suatu Baw

Femerintah yang berwenang atau ‘berdaéarl

keputusan  internal  Direksi BANK MUAMALAT,??BI

MUAMALLAT dilarang atau tidak diperkenahkanjﬁemeht

Jumlah Fasilitas Fembiayaan, maka akan diﬁéﬁpaﬂ
) . . !l )
suatu pemberitahuan tertulis dari  BANK MLIAMP

kepada NASABAH  bahwa Fasilitas Fembiayaan. - E

MUAMALAT  menjadi  berakhir dan karenanyaf NASA

harus seqera mengembalikan Fasilitas Fembiay

berikut dengan jumlah -Hewajibanhya kepada K

MUQMALAT, berdasarlkan permintaan . pertamaﬁjfy

diberikan aleh BANK MUAMALAT . —=——m—mm—mee e S —

PENYETORAN DAN PENARIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN —-

Penyetoran Fasilitas Pembiayaan Musyarakah.-———--
Fara Fihak telah salinag- setuju uahuaﬁ;ﬁc
kesaluruhan yanaq diperlulan untuk péngac

Barang Modal dalam FPerjanjian ini adalah %ejuh
Rp. 1.550.000.000,~ (sati milyar lima ratus .
puiuh juta rupiah).——;—*~~—————————————————fff—-
Penarikan Fasilitas Pembiayaan Nusyarakah.—f¥¥f
A, Pémeﬁuhan Ketentuan Prasyarat.—~~—~-~———;4——

MASARAM  sudah harus memenuhi seluruh lketen

prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasa
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heserta bukti-bul.ti yanag dapat dfterima"BA

MUAMALAT.——_—_—————-——————————-————————Q ———————
E. Pengikatan.—————~——~—~—4~~—————————; ——————————
GPFEF yang  diterima BANK MUAMALAT tidak:'dap
dicabul, ditariﬁ atau dibatalkan sehingéa SF
yana telah diterima BANME MUAMALAT akan :déqgik
NASABAH , == === e oo e e ~~—~—;;~——j

F. Tanggal Penarikan.-m—=————=————=——————m=mm—— s

!

Setiap penarikan Masilitas Fembiayaan Musyaral
. i : A

hanya dapat diminta atau dilakukan oleh : NASA
dengan  mengirimkan  SFRFP selambat-lambatnya
(empat? Hari Ferja sebelum Tanagal Penggun

Fasilitas Fembiliayaan Musyarakah yang ,diusul

selambat=lambataya pukul 10.00 Waktu Indone

TR ‘ : : FLAIE @ &) o/ e i i il o i e i R i e
Gpabila pada tanggal tersebut bukan méruba
. . . .

hari kerja maka Fenarikan Fasilitas Pembiay

Musyarakah  akan dilakukan..pads bhari. @ ke
BEY i KUEAYA == e e

5. Berakhirnya Kewajiban BANK eUAMALAT.-
Sotelalh hernkhirnya_ Janagka Naktﬁ Iﬁﬁéiéééi
k@wajiﬁan EANI MUAMALAT © untuk mé@%é;
Fazilitaé Pembiayaan Musyarakéh bc“vkhifké;;

3.3. Ketentuan Khusus Atas Setiap Penarikén :—LJQ;——

Ao NABSARAH  akan menyampaikan kepada BANK-_&UA&

rencana  Fengelolaan Earang Modal yana;i}

dibiayai melalui Fasilitas Fembiayaan Musyar
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3.6. Pemberhentian Penarikan Fasilit

as‘———_—_~_—f ______

£t ' _ = « ' ©BANE MuAMALAT sewaktu-wakty dengan pemberitahué

_ . LT
segera bherhak untuls menghentilkan permohone

PRRarikan Fasilitas Pembiayéan Nusyarakah"

S I L diajukan oleh NASARAH apabila to—m—mmm
: ' A. Laparan dan dokumen-dakumen - yang _Qajfb" d¢
SﬁharUﬁnyé disampaikan wleh NASAERAH berdé#éfka

Eetentuan Ferjanjian ini tidalk diterima“;denga

teratur zleh came MUAMALAT sebagaimana mestin
B. Terjadi peristiva  cidera _janij éebégéiﬁér

ter Luang dalam MCasal 9 Ferjanjian iny’
« ) J

__~_mh—___a___~“___m___

________________~_____-

PEHBAYARQN KEMBALI -DAN PEHBQGIQN HQSILA“‘fff;‘

4.1, Pembnyaran Kembali.

___*_~~______“_____—___-___——_.

A,

T e e e et v ey S e
.

Fasilitas

Fenbiayaan yang telah dlperqunah

“

: mleh NASABRAH ity keperluan Funnelﬁlaan BRara:
| Madal berdasarban suatu
| ;

catatan yang dari wak

ke  walitu dipelihara ﬁleh_BAMK MUAMALAT har.

| i
‘ -4 dilunési cleh  NASAERAH pPada saat Jatuh t m
@ BRSUAl dengan Jadwa) pembayéran secara }aﬁgsu
‘ e rekening  BANE MUAMALAT dengan mengguhak
‘ prosedur  dan administrasi sesuai.pengan'.iadQ
E penbavaran Yan senantiasa dipelihara oléh- ERA

| MUAMALAT  dan seaus] dengan ketentuan pg(b;ﬁk
L ‘ yana berlaku selama Jangla Nakﬁu :

L Fembiayaan Musyarakah.—s————ee 700
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ii. Bumber

NASARAH sendiri. ‘

e~ ——— o T — S — ———————

4.2, Pembayaran Lebih Awal Atas Fasilitas Pembiayéén
Husyarakah.====r==sas R A N S S G A
Tanpa menaesanpingkan syarat dan ketqhtqaht

sebhagaimana  diatur dalam Ferjanjian ini, .apabila

ter jadi suatu

pembayaran__lebih _awal @ 'secara
kesealurubhan  atas Fasililas Fembiayaan »Musyqfékéh,
maka NASARAH wajib untuk memberitahukan kepédéwBAN“

MUAMALAT SEIArA tertulis mmngenai rencané

na

pembayaran atauw poicnnasan lebih awal tersebq§; y§

fginya antara lain memuat pee=e—e o e e o o
_ . jumlah baik penbiayaan patak maupun keuntungan

(kevugian)  dari Fangelolaan BRarang Hodalf"yéng
dibiayai oleh Fasilitas Fembiayaan ; dan'—=—-—==-

ii. syarat lain yanag diminta dan

“~

dianggapiipéf)p
wleh  BANE  MUAMALAT  berdasarkan pertihbagéat
sendiri ;—-~—~—~~"*-——~———-———————————;————;;—-
Dana pembayaran kemball secara lebih awal »tg?éebh
akan diserahkan oleh NASABAH kepada BANQ'-RQAhéLA
seqera seltelah dana tersebut tefsedia pa;a &AEAFAH

4,3. Pembagian Hasil.

oy e o — . — T — " —— — — — T —————— ——

Fada waktu yana disepakati Fara Pihakl”déﬁ{ata

Musyarakah ir

sebelum berakhirnya Jangka Waktu

e ———ir.. —
o

akan «:laksanakan suatu perhitungan pemt- .an hasi

T —

penetapan bagi hasil sebagaimana diatur dalam Fas:
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A s

dahulu davi BANE MUAMALAT.

E. Laporan Keuangan.——e————emmme

NASADAH  Lerkewa jibhan
- ————

it

menyerahl:an Hepada> EANE
MUAMALAT -t = e o e

C i 2. 60 (enam  puluh) hari kalender setel:’

akhir  semester dari tabun buku yar

sedana  berjalan atau  telah berakhir.
Galinan neraca dan Derhitungan,rugi:'labe

CMASABAH  yang  tidak  diaudit  (in-heye

figures), yang dibuat berdasarkan prinsir

- prinsip alantansi Indanas i a f'yahg

Cii ). dalam. walktu 180 (seratus delapan  puluh.
hav i Falender terhitung setelal
ditutupnya tahun fiskal, nefaca""dar

perhitungan rugi laba>yang telah diuadi:
. % . B

cleh alintan .pubi ik tordaftar ' yan

diselujid aleh RANE MUAMALAT g e
(il dengan Frgera, atau yanag sewaktu-waku.

diminta cleh BANE MUAMALAT,  atas semu.
. |
kejadian « Iojadian  yang penting yan

nenyanqbut bendisi keuangén NA&ERAR yah
diduga dapat mempengaruhi ke dtan»'éf@
aperasil perusahaan.—ff —————————————————————
': g Lap-L‘vY’an piuta”g Y et e e ........4._7... TS es e miit se mrties et bee rem e s e se8 - e
MASATALL b@r“’wajigfn menyersahkan  kepada 'Béﬁ

MUAIAL & B 0 Clian puluh) hari kalende

.
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kegiatan usahanya aplalu dalam keadaan baik, dar
memper tahanlkan wadah  badan hukumnya, - dat
nelalsanakan  usahanya dengan haik dan secar

R . s e S I e e e il A 0 R S

@figien.,——mm==s

Gi. Pajak—pajak.—-=--—-ooooomm s T mem T mmmm T T
NGSAHQH;waiib membayar seluruh pajak—pajak = yar
ditimbulizan '5ehubundan dengan Ferjanjian ’inj
tepat pada waktunya, dan sebagaimana héétiﬁy
‘berdaaaruan Letentuan peraturan.perpajakanA yal
bBar laki . s - f”“;~————‘——*—“——f—;f

H. Jaminan lLebih Lanjul.-——-————-——-—-—-—--—7===T7TmTTo
NAGALAH dengan seqera, dari waktu ke wakbp,‘at
permintaan EBANE MUAMALAT akan melakukani;ééa
tindakan=-tindalan, menandatangani dokUmén’-c
memberilan infocreasi-informasi yang diqu§a 01
BANE  MUAMALAT quna betul;betul menééfek%i{‘

- - r
Ferjanjian ini dan untuk melindungi semua hak

hale  BANE  MUAMALAT yang diberikan berdésar

Bar janjian inj.-===—eemom—osm———no oo omem e ———
I. Rekening Musyarakah.-——--———===—=======7 70 mmmr

NABARAH  wajib  se@jak tanggal Ferjanjian

|

membuka  suatw  relening penampungan pada -k

MUAMALAT untuk menampung semua pembayaran dai

NASATIAMH wa jib mengasuransikan  kepada =
parusahaan azsuransi yang bonafid dan berepu

s | )
baik dan berskala nasional semua barang—bs

‘

|
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2« Penanpgungan Hutang.———=m——erme s ——————
Menanguung hutang untul: kepentingan Pihak§1ain;
d. Memberi Fasilitas Pembiayaan Musyarakah.——%;—ff

Memberi pinjaman kepada Fihak lain atau kepad

: “:’ ' pemrQang saham dan pengurus.———w———————; ———————
8 ) G’ PENGUPUBAN. = ror— s s wse somms i e s o e s e s
Mengubah. susunan pengurrus perser can.m———————===

Ciz;yﬂemperoleh Hu£ang lain Dén.Helakukan. Pembayaré
Hutang Sebelum Waktunya.=——==—======  —=————— -

C?Z Mempercleh  ataw mendapatkan pinjamap:Abai

| dari ~ Bank atauw  melalui 1easingf5;§§§
berhutana lﬁiN-”f*‘-”——“—*—'"——‘_;"‘+;;;;:

a—d’\\ -

iih Membayar hutana sebelum  waktunya, kecua

v hugang yang Limbul kareﬁa Eegiatan ﬂﬁisn
-~ . !

' yang biaza dan Ferjanjian ini,—-=—-————————-

W« Membuat FPengikatan.-——-—-——- R

Membuat atau melalkukan pengikatan yang  .

berdampak eolau herakibat tevrhadap éerganggur

lewa jiban NASARNIL » terhadap BANK MUAHAL

P berdasarkan Ferjanjian inii———==mmmmmm e e

h. Asurangi.,———-—————-—— - —-—-—— o

Membatalkan at:zu merubah ketentuan dari  “po.

atau perjanjian asuransi yang mgnjadi kewajil

MAGAEAM berdagavﬁén Ferjanjian ini.——- ~——;;¥-

' .2, NASAHGH tidak akan mznjual, menjamini:.  membeban
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Fembiayaan Musy v alalh dan un bk melaksanakan

S kewajiban - kewajiban yang timbul dari Pérjanjian

ini  dan  dokumen atau Ferjanjian  lain sehubungan

(:“Z.’r“_;)a nnya N T AN E e eeeieleciiaii emieean eiee e mes e e e

7:3. Persetujuan.-— == .

[

i - _ NASAEAR telah melakukan semua tindal-an hukum  yang

diperlukan sesuai denaan peraturan dan perundangan

yang b laku untulk membuat, menandatangani

Wk S . - Ferjanjian ini  dan dokumen atau Perjanjianlll?inﬁ

5, - sehubungan dengannya. - )

Senua  persetujuan, pwmb@ritaﬁuan atau pendafféraﬁ:
e i 4 ke instansi pemerintah yanag bgy@enang atau pihék:5
pihak_ lainnya yanaq diperlﬁkan 2aleh NASABAﬁ uptgk-
‘ : P h@mbuati’m@nandatangani dan melaksanakan Perja&jién:
: irii- dan  cdakumen atau Ferjanjian lain séhubdﬁgan
dengannya, dan seluruh dokumen yana bharus dibuég
L ' :
berdasarkan Ferjanjian inpi aleh MASALAH telah
diperoieh atbaw dilakukan sehingga tidak
mengalkiibatlkzan  Fer janjian ini dan dokumen tersebg*
men jacdi cacat' atau dapat dibatalkan atau éiqﬁg

EVENA LU o v oo omi s i it o 5 855 o v o i s s i i i —'—__-"'-—"'._f"._"'

5 B 746. Perjanjian Mengikat. —«—sme oo

Ferjanjian ini dan dokumen atau perjanjian - lair

sehubungan  denaannya apabila ditandatangani olel

NASARAH  merupakan  Fowajiban hukum ‘yana sah daﬁ
g rokal Lpa : mengikat NASABAM . ===—m—mmmmmee o e —

7.7. Prioritas.
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MASARAI  yana menandatangani  Fer janjian 5ini5-c

Dokumen Transaksi benar—-benar berhar menandatanage

per janjian-per janjian dan dokumen-dohkuren tersebd

1 7.12. Tungaakan Fajak.--- e e e e e o i s s e i
x% NASARAM  tidal:  mempunyai tungaakan pajak  lkecu

kewajiban — kewajiban pajak yvanag ditanaguh

pembayaran sesual dengan ketentuan perpajakén-iy

berlahu.m—~~~~w"~—--—~~—————~~~~~—~—~————~—éfH4-
713 lzin={izip.==—mmme oo e s ey e e e ff%‘f:

NASABQH mempunyai, dan selalu menjaqa keberlaku

;? '? ‘sEmua izin-izin vang diperlulian untuk meléks;na
% .; kegiatan usahanya. -
| V?IZ ‘ NASAEANH  alkan selalu mentaati dan tidak 'ﬁélaﬁé
'ﬁ" : ‘.'" S ‘ 7 " ketentuan  dan  persyar atan dari séfiap i}iq;j

\_' . < T .
| terasebul.s————— S e e :
| .
Tulfy LAPUYEN KBGO , s smommm o e s s s e
. : . SET

Senus laparan keuangan.yanq diberikan dan/aﬁaqze

diberikan  NASAEAH  -kepadas . BANK HUAM

:

menggambarkan sccara benar, tidak menyesatkan
C Sl

di bL\é\ t=haat ,—==== R IR NI SR TR D SRS eI

7.15. Kewajiban Keuangan.
Fada tanggal Ferjanjian ini NASARAH tidak mempu
"Cantingent Liability" dan kewajiban pé}pad

-

: : ' yeng tidak dinyatakan dalam laporan keuangan

telal diceprabkan bepada BAME MUAMALAT  —=——- f—;;

Q@ jak tanaual tersebut tidak ada perub:

perubahan besar terhadap keadaan keuangan @ NA!
R
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o ot b L1 e ot 4t b o e e ¢ o o 4 o or — pasa 1 9 _....._-._. ___________ . .. .
e PEéISTINA CIDERA JANJI ATAU KELALAIANd;f%fff—‘
F.1. Peristiwa Cidera Janji.-————iemmm——om—w '
" Masing-masing peristiwa atau kejadian ters; ut
bawah ini akan merupakan suatﬁ Periét{Q;
: : Janji dalam Fer jcojian ini :—“*_‘"“‘——~—;_ft
? ! ?/a. Tidak Nembayar.——~~—~—~————~———-————~;—*;——fﬁf
s MASARAH  lalai atau. tidak membayarkén_flxaj
‘ ' kewajiban pembayaran Kewajibannya sesuai
Jjadwal pembayaran yanqg téiah Jatuh té@bén
?} wajih dibayar kepaQa BANK MUAMALAT atau j&mlgﬁ
g Juinlah lain yana harus dibayar berdé%ﬁfﬁ
Ferjanjian ini atau dokumen—-dakumen .1§i6 ?i;
- ‘dibuat berdacarkan Pérjanjian in;. —————————— :;
b. Pernyataan Tidak Benar.m——f—~—4——;——¥f
! Fernyataan yvang dibuat oleh pejabat NASAEAH}y.
. . ® A s cug s
: S , berwenang datam Peﬁjaniian ini  dan j p9ku
E Transalsi, terbukti | ‘tidak Setulé
dalam  Ferjanjian ini atau NASAEAH‘fG;”
metlaksanakan  atauw sematuhi syarat—syarqfﬁ
kewajiban-kewajihaﬁ .léiﬁ aalam Eerjanj;éni;
abaw Dokumen Jransakgi  ———-——meo e ;-—
d. Melanggar Pembatasan.—————————___ e
% MASAERAH melanggar  atau tidak melaéégﬁ%
|
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cleh Femervinbabh, - me e

J.%. Akibat terjadinya Peristiwa Cidera Janj

maka (a) BANK MUAMALAT berhalk dengan
tertulis = bepada NASARAH m@nyataka( ‘ii)

seluruh  Fasilitas Pembiayaan  Musyarakah

lebih  Janjut dan tanpa diperlukan adanya’ pdtﬁ

dari pengadilan, dan(iizg bahwa fdmitmeﬁfdibéfél

. terhitunag sejak _tanggal pemberitahuan -t
' / : . Gl

e e i

Cbh)  BANEK -

, 3Perjhnjian'ini dan Dokumen Transael i

pelunasan atas Fasilitas Fembiayaan Musyaraka

phia
biaya-biaya  yang. harus dibayar aleh
berdasarlzan dalumen © transaksi dari

perjanjian sjaminan. Berkenagn dquqn

Ferjanjian ini, NASABAH dengan ini__ mengesampin
. e . = R .

berlakunya ketentuan dalam Fasal 130

Undang Hukum Ferdata,————————o——wa——.
It Ll V=10 (S 1 o S h

10.1. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) har
v sepbelum berakhirnya Fasilitas

Musyarakah sebagaimana dimaksud dalam
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3 proparsional sesuai  dengan kompééiéi
sebagaimana dimahsud dalam Fasal 10 a;ét.g;
10.5. Atas pelaksanaan pengakhiran,' NASAéQH:?}
membuat  Eerita Acara pengakhiran f&éﬁd?'
; f‘" ;: ditandatangani <leh mQSiﬂg;mgsing éig;:
Ferjanjian‘ini,——__‘__________________L—;_-

10.6. Dengan dilakulannya pengakhiran

imaksud dalam Pasal 10 ayat 5, NASABAH]

?, f untuk menyampaikan laparan pengékﬁiraA kéb§d:
; " FIhalk berikuh dengan berita acara A
!?‘; ‘ D dekumen=dokumen %ehdbungan dengan
xhlzc;. kepada Fara Fihak dan atas diteriman*Q»V
pgngakhiv§n Cteveebut, jugs Qan keu%jfbéaf
PRI T e ﬁ@njadi he?kahir dan selanjﬁtnfé BANK
'E . 1wajih  mHm6eba5kan NhSABAHJdafi“Waééf}ap{
ii'fz-- i abtau guaatan dal am bentukjaﬁapun juggtyang'bera
.%”'E N S T S dari pihak ketiga , sehubuhganE
B [ _; penyelenggaraan Fengrlolaan Barang Modal.-
% S P | S 10.,7. Dalam hal terdapnat keﬁidaksepavatan;
ré. p. i o nmenentukan  besarnya ruqi labé sebagaiﬁhééyl'
% ; : Weaha Pengelalaan Bavrana Mzdal, Fara Eihak
4; , . unbuk menunjuk pihak Hétiéa.yang”indebeﬁﬁéﬁ
ﬁ ; A melakukan penghitungan kembali atas rqé} }aba;
Zéﬂfi; ¥. B E ; ﬁtJ Lo hasil pmfhitungan ruai laéa yana 'di}gggﬁgn
X pihak Letioa tersebut, Fara Fihak w;jib}.
menerima perhituangan tersebut tanpa édanya:
j%';} ;i s : S kualifikasi ey bentu,—————TT T T T T TTTT
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atac dobumen-dalumen lain yana di bLlat berdasarka
’2' o Fer jarjian ini Lidal baleh dxtaff1rlan bahua BAN
i ' MUAMALLAT telah m~]mpﬂslan haL —-hak teseéut
n? : 11.9. Pengaanti. -
‘? % '} Ferjanjian ini menaikat untuk keuntuhgéd
‘? 3 ' dan EANE MUAMALAT ~ bank serta para peﬁdqantﬂ
‘?” ; 1f‘ - mereka  masina-masinag, dengan ketentuén
;"f: i NASABAH  tidal: bm{eh memiﬁdahkan haP ha knya,
s"};ji.:- o kewajibannya dalam Pérjanjian
E_.E';f;; ' persetujuan tertulis  dri  BANE HUBMALAT
- CHT D MUAMALAT  beriak  memindahkan  hak-hak
; . ‘E@wajibannya, cdalam @erJanjian ini, ﬁaA”
& itu  EANE Hunmm nT (.l"ibc-.‘ri> hak memhér"‘ka
% : ihTﬂrmaéi
i . 11.6. .<ompen5asi.~—~—~-—~~—*———~; —————————
Heh T ' NASABAM  dengan  ini memberi kuasa kepada |
: !'_ MUAMALAT  untuk melakukan kompénsés; ata
‘&f?' ' f vang disimpan dalam rekening NASABAHMV
A j MUAMALAT | untouk diperhiéuﬁgkén ’dénéan
;HQ  ' _; hutang NASARAK yang sudah jatuh éééﬁ;iaé
: FLERYRY » meemm e e i s —‘-*-~f—:;l_
11,7+ Bukﬁi Cidera Janji.~~—;-—~ﬁ—--¥—~—
, Dalam  hal  HASAEAH  diharuskan .
 ®” 455 o hevajibannya dalam vPérjénJian ini 
o yanqa tertentu, NASABAH diangaap téla:r'{
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hanya untub memudnhFan»membaca
Q 5 ' karenanya Judul tersebut_ tidakﬂziﬂ‘
:?' pPenafsiran apapun atas jgi Perjanjiaﬁ?ini
“?f& 11.11. Efektivitas atau Keberlakuan.——~—*—;; :
%5H . E Ferjanjian éhan menaikat dén berl
f‘ 1 menurat holum diantara F
lf?VH" telah Menyerahkan dmkdmen—dnkuhen'
J , '
'£ ;,: SR dimuat  dalam Fer janjian ini, dan
é:bﬂ;- telatn MQ$eriksanya Ssecara seksémq. 
;;f&:, C membmrikmﬁ' Pernyalaan .hepada NASAEQHi
;i | dgkumnnﬁdnhummn ynnqldiserahkan |
i ' memuaskan  Fara Pihak sebagaimana
R '.Perjanjién.inf.~~-~————~—; ——————————— e
Hukuleang Mengatur.“"~--~—-—-—-«-———-—-
*?ﬁ' Pé;janjién ini daq pelaksanaannya akan
!gi hutkum Neaara Fepulblil. Iadonesia;
| ’11.13.'Biaya dan Pa;ék.m~ww~¢ 
: : Hiaya-biaya yana ﬁerbit
‘Perjanjian ini, termasuk.tetapi tidgkf
E pada biaya admninistrasi, biaya
transportasi dap bkaya asuransi ‘sertgt
3 Aa.‘JFf‘ e § " f ' o kansultan, harue menjadi tanggung ja@é&, mif?
g : . : e
.; 1; : § g | . Usaha s@luruhnya. .
E ; 5 b:.. | Segala rajal  yanqg timbul dari peiékéanaé
'3};;, L : v Ferjanjian Ini  harus ditanggung olehv,mésingu
| bl 1 n masiné Fihak sesuai dengan ketentuaaiipéfpajaga
E Yana berlaka. S Uxlam hal atasg hasil usaﬁa
é ' . Ister Angelia !
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' 11.1ﬁ.
3 e DEMIKIAN AKTA  INT
'?a?f;, C===== Dibuat dan diresmilan di»Jaharha,hada

- tangaal seperti yang disebut padaAbahaglanHQQé

dengan  dihadiri leh Nona MAULA UTAMI dan

ﬂg_:]. ZALYANTO, Sarjana Ekonomii keduaﬁya‘ pQQEQQL

'; 7 nataris bertempat
, R I
SN w==== Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini

para penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta
ditandatangani aoleh para Fenghadap selanjutnya’
i A

4 saksi=salai dan Saya, Nolarig,—-———- —————— ———c=

==o== Dilangsunglan  dengan,

';111; Fara penghadap ‘ i Tuan Ir. ARVIYAN;AéIF;N

.

SKRIPSI Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Bank Syariah Ister Angelia L

B
*ﬁ—




Kepada Yih:
BT BANKSYARIAHMUAMALA[INDONL:SIA Tbk - e

. Gedung Arthaloka Lantai 1 '

Ji Jend. oudarman Kav, 2 -
Jal\arta 10220 ¥

As.sa/aamu a/a/kum Wr. Wb.

EEE PR Y
i

Penhal Permohonan Realisasi Pemblayaan

Menunjuic lretcnluan pasal 3.1. Perjanjian Fasilita's Pembiayaan Secara

‘Musyarakah tanggal............................ nomor............("Perjanjian Fasilitas
Pembiayaan™), bersama ini diberitahukan bahw PT.

6\ddpm alasan dan rmctan penggunaan Fasilitas Pembiayaan tersebut adalah
~,ebagaz’u berikut : .

-Untu‘c Modal Kcr;a CL «1//,,

................................................................. g ”,71 hm_‘”.s

) ”» al,W4 1 ?"{ i

Terlamplr kaml sampalkan pula Laperan Realisasi penggunaan- Fasilitas o "L -
oy

Pembrayaau untuk memadl pcmmbmgan Pihdk Bank. ds k.

24 eu sy

R o R S dennan ini menyatakan kembali bahwa eeluruh

o pernyataan ‘kewajiban dan pemenuhan persyaratan spbagaumana diatur dalgm
Peuanuan l‘asmtas Pembiayaan masih dan senantiasa dipenuhi oleh PT.°"'1¢! w,

A ST N K A, selama Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan hmuva 5:}‘.‘;1: e
eluruh Kewajlban berdasarkan Perjanjian Fasilitas :Pgdbiayaan dan/atzy =

‘Dokumen Transaksi dilunasi, dan PT. ... ... tidak dalam keadaan

5 - sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Perjanjian Fasilitas Pemblayqan ( Peristiwa
1Y el deera Janﬂ)

S B SEEFLIA

% B ' Kecuah dltentukan lain menurut konteksnya, istilah-istilah yang diawali dengan
huruf besar dalam Pemberitahuan Penarikan ini mempunyai arti dan penafsiran

: yang sama sebagmmana dlmaksud dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan.

S L)emikian pemberitahuan dari kami, atas pcrhatlann\'a diucapkan terima kasih.

Billaahit Taufieq wal Hidaayah
Wassalaamu'alaikum  Wr. Wb.
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;kepada Ythiti
PT, BANK SY/\RIAH MU/\M/‘\I AT INDONESIA, Tbk
Gedung Arthaloka Lantai |
J1 Jend. Sudlrman Kav. 2

fAssa/aamu a/a//fum Wr. Whb.

: Peuhal “Permohonan Realisasi Pembiayaan

g Ei\‘/ltienunjuk ketemuan pasal 1. Perjanjian I\ermsama Pembiayaan dengan Prms:p
Kemltraan (Musyarakah) tang,gal

.....................................................

-Adapun alasan' dan rmcmn penggunaan Fasilitas Pembiayaan tersebut adalah = *
seba"ai berlkut '

'  - Umuk Modal Kerja

|

i ‘n,

: ]erldmplr kaml sampati ikan pula “Laporan Realisasi pengumaan Fa5111tas :
8 Pembmyaan untuk menjadl pemmbe_n"an Pihak Bank. 5

S Ao dengan ini menvatakan kembah bahwa,‘
,eluruh pemyataan kewaJ ban dan pemenuhan persyaratan sebanaxmana diatur.
. dalam Perjanjlan l‘asmtas Pembiayaan masih dan senantiasa dipenuhi oleh PT,
5 LALH PO LN S R sclama Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan'
4 hmoga seluruh chajlban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dan/atau
. Dokumen - Transaksi dilunasi, dan PT. BPRS ..o, tidak dalam .
- ikeaddan sebagaimana dxmak%ud ddlam pasal 9 Perjanjian basxlltas Pemblayaan ( =

Perlstlwa Cldera Janjl) ' '

' Kecuah dltentukan laln menurut konteksnya, istilah-istilah yang diawali den"an
huruf besar dalam Pemberitakuan Penarikan ini mempunyai arti dan penafsiren
ang sama sebaqaimana dlmakqud dalam Perjanjian Fasilitas Pemblayaan '

?x;'
i

Dhmlkldn pembentahuan dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

'
H-: I

‘;;Brllaahxt I‘auneq wal deaayah
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb,
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